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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) merupakan 

implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 2018 - 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Selain 

RPJMD 2018 - 2023, Renstra PD juga didasarkan pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 

2025. Kewajiban penyusunan rencana strategis bagi perangkat daerah 

merupakan amanah pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam rencana strategis tersebut 

memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan 

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.  

Dalam konteks akuntabilitas kinerja, maka rencana strategis 

merupakan landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan 

sistematis yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di 

tingkat pusat maupun daerah. Melalui perencanaan strategis dapat diperoleh 

informasi tentangvisi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan, sasaran dan 

aktivitas organisasi serta caramencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan 

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, 

sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tentunya juga memiliki kewajiban 

dalam menyusun rencana strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang. Renstra Sekretariat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan 

yang digunakan untuk : 

1. melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.  
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2. pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan yang 

tertuang dalam RPJMD 2018 - 2023, sehingga tujuan dan sasaran 

tersebut dapat terlaksana secara sistematis dan terukur.  

3. penyusunan tahapan kinerja tiap tahun sesuai dengan rentang waktu 

periode Renstra.  

Adapun keselarasan antara RPJMD Kab. Lumajang 2018 - 2023 

dengan Renstra Sekretariat Daerah ini adalah bahwasanya Sekretariat 

Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang ada di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan visi "Terwujudnya 

Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat", 

dimana salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang terkait dengan 

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah " Reformasi birokrasi yang efektif, 

profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi 

informasi", sehingga diharapkan Renstra ini juga menjadi bagian dari sukses 

dan keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan visi dan 

misinya selama periode kepemimpinannya.  
 

1. 2. Landasan Hukum 

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra 

Sekretariat Daerah tahun 2018 - 2023 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ;  

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 

2025 ;  

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah ;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2005 - 2025 ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang 

2018 - 2023 ;  

10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah. 

 

1. 3. Maksud dan Tujuan  

Rencana strategis Sekretariat Daerah (Renstra Setda) disusun 

dengan maksud agar menjadi pedoman, acuan dan rujukan bagi unit kerja di 

lingkungan Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya selama periode 

2018 - 2023. 

Adapun tujuan dari ditetapkannya Renstra Setda adalah : 

1. Menjamin keselarasan antara sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten 

Lumajang tahun 2018 - 2023 dengan tujuan, sasaran serta program dan 

kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Setda 2018 - 2023.  

2. Menjamin bahwa setiap pencapaian kinerja yang dapat direalisasikan 

oleh Kepala OPD dan/atau Kepala Bagian di lingkungan Setda selaras 

dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD 2018 - 

2023.  

3. Menjamin kualitas dan keselarasan antar dokumen perencanaan, mulai 

dari Renja (sebagai turunan langsung dari Renstra) hingga Perjanjian 
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Kinerja (sebagai turunan langsung dari Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran). 

4. sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang direalisasikan oleh 

Kepala OPD maupun seluruh jajaran dibawahnya, terlebih ketika capaian 

kinerja tidak memenuhi target kinerja.  
 

1. 4. Sistematika Penulisan 

Renstra Setda tahun 2018 - 2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan, program, kegiatan, berikut indikator kinerjanya, disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

 Bab I Pendahuluan 

   1.1. Latar Belakang 

   1.2. Landasan Hukum 

   1.3. Maksud dan Tujuan 

   1.4. Sistematika Penulisan 

Bab  II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

   2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

   2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

   2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

   2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  

    Perangkat Daerah 

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

   3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan  Fungsi  

    Pelayanan Perangkat Daerah 

   3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil  

    Kepala Daerah Terpilih 

   3.3. Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 

   3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian  

    Lingkungan Hidup Strategis 

   3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

Bab V  Strategi dan Arah Kebijakan 

   5.1. Strategi Perangkat Daerah 

   5.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah 

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab VIII Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 

 

Penjelasan pasal demi pasal pada pasal 209 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung 

Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi 

pemerintahan, organisasi dan administrasi umun serta fungsi pendukung 

lainnya. Adapun fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana amanat Pasal 29 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, sebagai berikut : 

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah 

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah ;  

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ;  

4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi daerah ;  

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya.  

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi 

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa susunan organisasi 

Sekretariat Daerah terdiri atas : 

1. Sekretaris Daerah  

2. Asisten Pemerintahan, membawahi : 

a. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi : 

1) Sub Bagian Aparatur dan Penyelenggara Pemerintahan 

2) Sub Bagian Otonomi Daerah  

3) Sub Bagian Kerjasama dan Pertanahan 

b. Bagian Hukum, membawahi : 

1) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah 

2) Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum  

3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum 

c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 

1) Sub Bagian Agama  
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2) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan 

3) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 

a. Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam da Perekonomian, 

membawahi : 

1) Sub Bagian Data Perekonomian 

2) Sub Bagian Penanaman Modal dan Investasi  

3) Sub Bagian Fasilitasi Energi Sumber Daya Alam 

b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : 

1) Sub Bagian Administrasi Program 

2) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Program 

3) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

c. Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa, membawahi : 

1) Sub Bagian Administrasi dan Perencanaan Pengadaan  

2) Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa 

3) Sub Bagian Pembinaan, Evaluasi dan Konsultasi 

4. Asisten Administrasi, membawahi : 

a. Bagian Organisasi, membawahi : 

1) Sub Bagian Kelembagaan  

2) Sub Bagian Stnadarisasi Kinerja 

3) Sub Bagian Tata Laksana 

b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi : 

1) Sub Bagian Peliputan 

2) Sub Bagian Pemberitaan 

3) Sub Bagian Protokol 

c. Bagian Umum, membawahi : 

1) Sub Bagian TU dan Rumah Tangga 

2) Sub Bagian Pengadaan 

3) Sub Bagian Pemeliharaan 

d. Bagian Keuangan dan Kepegawaian, membawahi ; 

1) Sub Bagian Kepegawaian 

2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 

3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 

 

2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah  

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang didukung oleh pegawai sebanyak 254 orang, terdiri 
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atas 115 orang yang berstatus PNS dan 139 orang bersatus tenaga kontrak 

bulanan, dimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah 

Jabatan Jumlah 

Sekretaris Daerah 0 

Asisten Pemerintahan 1 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 

Asisten Administrasi 1 

Staf Ahli Bupati 3 

Kepala Bagian 8 

Kepala Sub Bagian 24 

Jabatan Pelaksana / Staf 

a. PNS 

b. Tenaga Kerja Bulanan (TKB) 

 

75 

139 

Sumber : Bagian Keuangan & Kepegawaian per April tahun 2019 

 

Tabel 2.2. 

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan 

Golongan Jumlah 

IV 16 

III 47 

II 35 

I 17 

TOTAL 115 

Sumber : Bagian Keuangan & Kepegawaian tahun 2019 

 

Tabel 2.3. 

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselonering 

Eselonering Jumlah 

Eksisting Seharusnya 

II 6 7 

III 8 10 

IV 24 30 

TOTAL 38 47 

Sumber : Bagian Keuangan & Kepegawaian tahun 2019 
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Tabel 2.4. 

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan  

Pendidikan Jumlah % 

S2 9 7,8 

S1/DIV 40 34,8 

D3 4 3,4 

SMA/Sederajat 40 34,8 

SMP/Sederajat 16 13,9 

SD/Sederajat 6 5,3 

TOTAL 115 100 

Sumber : Bagian Keuangan & Kepegawaian tahun 2019 
 

Tabel 2.5. 

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi 

Organisasi Golongan Jumlah 

I II III IV 

Sekretaris Daerah - - - - 0 orang 

Asisten Pemerintahan - - - 1 1 orang 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan - - - 1 1 orang 

Asisten Administrasi - - - 1 1 orang 

Staf Ahli - - - 3 3 orang 

BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN - - - - 13 orang 

Kepala Bagian - - - - 1 orang 

Kepala Sub Bagian - - 3 - 3 orang 

Pelaksana (PNS) - 3 1 - 4 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 6 orang 

BAGIAN HUKUM - - - - 15 orang 

Kepala Bagian - - - 1 1 orang 

Kepala Sub Bagian - - 2 - 2 orang 

Pelaksana (PNS) 1 3 - - 4 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 8 orang 

BAGIAN ADM. KESRA - - - - 18 orang 

Kepala Bagian - - - 1 1 orang 

Kepala Sub Bagian - - 2 - 2 orang 

Pelaksana (PNS) 2 5 1 1 9 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 6 orang 



9 

 

BAGIAN ADM. ESDA & PEREKONOMIAN - - - - 12 orang 

Kepala Bagian - - - 1 1 orang 

Kepala Sub Bagian - - 2 1 3 orang 

Pelaksana (PNS) - 4 1 - 5 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 3 orang 

BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN - - - - 9 orang 

Kepala Bagian - - - - 0 orang 

Kepala Sub Bagian - - 1 - 1 orang 

Pelaksana (PNS) 1  1 - 2 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 6 orang 

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN B / J - - - - 8 orang 

Kepala Bagian - - - 1 1 orang 

Kepala Sub Bagian - - 3 - 3 orang 

Pelaksana (PNS) 1 1 2 - 4 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 0 orang 

BAGIAN ORGANISASI - - - - 13 orang 

Kepala Bagian - - - 1 1 orang 

Kepala Sub Bagian - - 2 - 2 orang 

Pelaksana (PNS) 1 1 1 - 3 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 7 orang 

BAGIAN UMUM - - - - 116 orang 

Kepala Bagian - - - - 0 orang 

Kepala Sub Bagian - - 2 - 2 orang 

Pelaksana (PNS) 15 14 10 - 39 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 75 orang 

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - - - - 32 orang 

Kepala Bagian - - - 1 1 orang 

Kepala Sub Bagian - - 3 - 3 orang 

Pelaksana (PNS) 1 6 1 - 8 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 20 orang 

BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN - - - - 15 orang 

Kepala Bagian - - - 1 1 orang 

Kepala Sub Bagian - - 3 - 3 orang 

Pelaksana (PNS) 1 - 2 - 3 orang 

Pelaksana (TUB) - - - - 8 orang 

Sumber : Bagian Keuangan & Kepegawaian tahun 2019 
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Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain 

dukungan sumber daya manusia (SDM), juga diperlukan dukungan sarana 

dan prasarana. Adanya saran dan prasarana yang memadai akan menunjang 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang secara pembidangan barang dapat dilihat pada tabel 

2.6. Daftar Inventaris Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018 

 

Tabel 2.6 

Daftar Inventaris Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018 

No 
Pembidangan 

Barang 
Jumlah Nilai (Rp.) 

Tercatat Sebagai 

Inventaris pada Bagian 

1 Tanah 2 588.315.500 Adm. Pemerintahan 

2 Alat-Alat Angkutan 9 320.647.027 

3 Alat-Alat Bengkel 

dan Alat Ukur 

6 54.600.000 

4 Alat-Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

170 460.677.835 

5 Alat Studio dan 

Alat Komunikasi 

20 56.297.125 

6 Monumen 131 663.463.800 

7 Buku dan 

Perpustakaan 

1 2.500.000 

     

1 - - - Hukum 

     

1 Alat-Alat Angkutan 10 277.019.900 Adm. Kesra 

2 Alat-Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

188 460.781.075 

3 Alat Studio dan 

Alat Komunikasi 

4 5.175.000 

     

1 Peralatan dan 107 761.661.641 Adm. ESDA dan 
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Mesin Perekonomian 

2 Alat-Alat Angkutan 12 284.074.527 

3 Alat-Alat Bengkel 

dan Alat Ukur 

1 9.800.000 

4 Alat - Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

92 463.467.114 

5 Alat Studio dan 

Alat Komunikasi 

2 4.320.000 

6 Buku dan 

Perpustakaan 

16 697.100 

7 Barang Bercorak 

Kebudayaan 

1 7.820.000 

     

1 Alat-Alat Angkutan 6 216.676.800 Adm. Pembangunan 

2 Alat-Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

86 404.391.140 

3 Alat-Alat Studio 

dan Komunikasi 

3 6.770.000 

     

1 Alat-Alat Angkutan 10 278.450.000 Organisasi 

2 Alat-Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

175 453.720.520 

3 Alat Studio dan 

Alat Komunikasi 

2 2.175.00 

4 Buku dan 

Perpustakaan 

1 8.900.000 

     

1 Alat-Alat Besar 1 481.650 Humas dan Protokol 

2 Alat-Alat Angkutan 25 740.464.477 

3 Alat-Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

 

377 910.588.342 
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4 Alat Studio dan 

Alat Komunikasi 

23 36.304.500 

5 Barang Bercorak 

Kebudayaan 

1 28.000.000 

     

1 Tanah 4 2.532.460.667 Umum 

2. Alat-Alat Besar 58 1.555.558.800 

3. Alat-Alat Angkutan 103 14.962.635.477 

4. Alat-Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

2.433 11.350.767.218 

5. Alat Studio dan 

Komunikasi 
197 1.583.998.375 

6. Alat-Alat 

Kedokteran 
2 58.700.000 

7. Bangunan Gedung 1 22.247.815.055 

8. Bangunan Air / 

Irigasi 
1 285.200.000 

9. Instalasi 1 319.561.900 

10. Jaringan 1 77.693.000 

11. Barang Bercorak 

Kesenian / 

Kebudayaan 

15 38.375.000 

12. Hewan, Ternak 

dan Tanaman 
202 26.625.000 

13. Konstruksi dalam 

Pengerjaan 
2 74.115.000 

     

1 Alat-Alat Angkutan 5 204.496.800 Keuangan dan 

Kepegawaian 2 Alat-Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

166 497.448.235 

3 Alat Studio dan 

Alat Komunikasi 

7 6.420.000 

     

1 Alat-Alat Angkutan 4     196.423.100  Layanan Pengadaan 
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2 Alat-Alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

63     271.490.888  Barang / Jasa 

3 Alat-Alat Studio 

dan Komunikasi 

2            600.000  

     

TOTAL    

Sumber : data diatas merupakan data barang inventaris di tiap-tiap Bagian yang dikirimkan ke Bagian Organisasi, 

sehingga kebenaran atas data tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan di tiap-tiap Bagian  

   

2. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Gambaran pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah 

selama kurun waktu 2013 - 2018 mengalami perubahan sebanyak 3 kali, 

yaitu : 

1. kelembagaan Sekretariat Daerah sesuai PP Nomor 41 tahun 2007 jo 

Perda Nomor 15 tahun 2007, dimana jumlah Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah adalah 10 Bagian. Adapun Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah terdiri dari : Bagian Tata Pemerintahan, Bagian 

Hukum, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Kesra, Bagian Organisasi, 

Bagian Umum, Bagian Pembangunan, Bagian Ekonomi, Bagian Rumah 

Tangga dan Protokol, dan Bagian Humas.  

2. kelembagaan Sekretariat Daerah sesuai PP Nomor 18 tahun 2016 jo 

Perda Nomor 15 tahun 2016 : 

a. jo Perbup Nomor 57 tahun 2017, dimana jumlah Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah adalah 9 Bagian. Adapun Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah terdiri dari 9 Bagian. 

b. jo Perbup Nomor 11 tahun 2018, dimana jumlah Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah adalah 9 Bagian. Adapun Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah terdiri dari 10 Bagian, yakni pembentukan Bagian 

Layanan Pengadaan Barang / Jasa 

Selain perbedaan tersebut, untuk Rencana Strategis (Renstra) 

Sekretariat Daerah 2015 - 2019 mengalami revisi di tahun 2017, oleh karena 

itu terdapat beberapa program dan/atau kegiatan mengalami perubahan 

sejak dilakukannya revisi Renstra 2015-2019. Termasuk adanya perubahan 

nomenklatur Bagian pasca terbitnya PP No. 18 tahun 2016, yakni ter-

likuidasinya Bagian Pemerintahan Desa.  
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Tabel 2.7 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 

 

NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

2 
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang 
kerjasama pertanahan 

*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

  
                              

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
                              

1 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 
*) 100 100 100 100 *) 100 100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 
Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana 
prasarana kantor 

*) 100 100 100 100 *) 100 100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 
Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dan 
pakaian olahraga karyawan/karyawati 

*) 100 100 100 0 *) 100 100 100 0 *) 1.00 1.00 1.00 0.00 

4 
Jumlah dokumen laporan akhir tahun anggaran yang 
dikirm tepat waktu 

*) 1 1 1 1 *) 1 1 1 1 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

5 Jumlah dokumen RKA yang dikirim tepat waktu 
*) 2 2 2 2 *) 2 2 2 2 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 
Persentase fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan 
tanah aset milik pemerintah daerah 

*) 100 100 100 100 *) 100 100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

7 Jumlah hasil rapat pimpinan daerah 
*) 1 0 0 0 *) 1 0 0 0 *) 1.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 

*) 0 0 0 100 *) 0 0 0 100 *) 0.00 0.00 0.00 1.00 

9 
Persentase peningkatan koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

*) 0 80 80 80 *) 0 70 80 80 *) 0.00 0.00 1.00 1.00 

10 
Persentase fasilitasi pemilu presiden/legislatif/kepala 
daerah 

*) 0 0 100 100 *) 0 0 100 100 *) 0.00 0.00 1.00 1.00 

11 Persentase penegasan batas wilayah kecamatan 
*) 0 0 28 38 *) 0 0 28 38 *) 0.00 0.00 1.00 1.00 

12 
Persentase dokumen evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dikirim tepat waktu 

*) 0 0 100 100 *) 0 0 100 100 *) 0.00 0.00 1.00 1.00 

13 
Persentase sengketa/kasus tanah pemerintah daerah 
yang difasilitasi 

*) 0 0 100 100 *) 0 0 100 100 *) 0.00 0.00 1.00 1.00 

14 
Persentase MoU yang ditindaklanjuti perjanjian 
kerjasama daerah 

*) 100 100 100 100 *) 100 100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

  
                              

BAG. HUKUM 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 
Presentase peningkatan produk hukum yang 

diterbitkan 
*) 15% 15% 15% 15% *) 30% 24% 15% 16% *) 2.00 1.60 1.00 1.07 

2 
Peningkatan Produk Hukum yang sesuai dengan 

kewenangan daerah 
*) 5 5 5 5 *) 9 21 9 19 *) 1.80 4.20 1.80 3.80 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 Jumlah Perda yang diusulkan ke DPRD 
*) 15 15 15 15 *) 15 25 17 25 *) 1.00 1.67 1.13 1.67 

4 
Peningkatan Jumlah Masyarakat yang mendapatkan 

Penyuluhan Hukum 
*) 2000 2000 2000 2000 *) 2060 2250 2290 2450 *) 1.03 1.13 1.15 1.23 

5 Presentase penanganan permasalahan hukum 
*) 20% 40% 60% 80% *) 100% 100% 100% 100% *) 5.00 2.50 1.67 1.25 

  
                              

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
                              

1 Presentase Raperda yang disahkan menjadi Perda 
*) 15% 15% 15% 15% *) 60.00

% 

84.00

% 

89.00

% 

76.00

% 
*) 4.00 5.60 5.93 5.07 

2 
Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang 

sesuai dengan kebutuhan daerah 

*) 50% 60% 70% 75% *) 67.00

% 

67.00

% 

80.00

% 

90.00

% 
*) 1.34 1.12 1.14 1.20 

3 
Presentase Rancangan Peraturan Desa yang selaras 

Peraturan Perundang-undangan 
*) 85 90 95 96 *) 95 95 95 100 *) 1.12 1.06 1.00 1.04 

4 
Presentase Keterwakilan Stakeholder yang Mengikuti 

Uji Publik Perda 
*) 60 75 80 85 *) 65 75 80 85 *) 1.08 1.00 1.00 1.00 

5 
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan 

dan sosialisasi hukum 
*) 2000 2000 2000 2000 *) 2060 2250 2290 2450 *) 1.03 1.13 1.15 1.23 

6 
Presentase penyelesaian permasalahan  hukum 

Aparatur Pemkab Lumajang 
*) 20% 40% 60% 80% *) 100% 100% 100% 100% *) 5.00 2.50 1.67 1.25 

  
                              

BAG. ADM. KESRA 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan tertentu 64 
64 64 64 64 

64 
64 64 64 55 

1,00 
1.00 1.00 1.00 0.86 

2 Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan insidentil 
73 73 82 73 82 73 73 82 73 82 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 Jumlah bantuan kepada masyarakat  kurang mampu 
9.200 4100 4300 7120 7320 9.200 4100 4300 7120 7320 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4 
Jumlah santri dan guru ngaji yang mendapatkan 
fasilitasi pembinaan SDM 

80 40 40 40 40 80 40 40 40 40 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 

  

                              

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
                              

1 
Prosentase tingkat pemenuhan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

100  100 100 100 100  100 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 
Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

100  100 100 100 100 100  100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 Persentase terpenuhinya pakaian batik dan Olah raga 
*) 0 0 100 0 *) 0 0 100 0 *) *) *) 1.00 *) 

4 
Persentase terkirimnya Aparatur dalam rangka 
peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 

 100 100 100 100 0  25 100 100 100 0 0,25  1.00 1.00 1.00 *) 

5 
Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

*) 0 0 0 100 *) 0 0 0 100 *) *) *) *) 1.00 

6 
Persentase tersusunnya Dokumen RKA terhadap 
Rencana Kerja SKPD 

*) 0 0 100 0 *) 0 0 100 0 *) *) *) 1.00 *) 

7 Prosentase fasilitasi kegiatan sosial Keagamaan 
 100 100 100 100 0  100 100 100 100 0 1.00 1.00 1.00 1.00 *) 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 Prosentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 
*) 0 0 0 100 *) 0 0 0 89 *) *) *) *) 0.89 

9 
Prosentase masyarakat yang mendapatkan bantuan 
dan Pembinaan 

100  100 100 100 0  100 100 100 100 0 1.00 1.00 1.00 1.00 *) 

10 Persentase Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial 
*) 0 0 0 100 *) 0 0 0 100 *) *) *) *) 1.00 

11 
Persentase Fasilitasi kegiatan Pendidikan dan 
Kebudayaan 

*) 0 0 0 100 *) 0 0 0 100 *) *) *) *) 1.00 

  
                              

BAG. ADM. ESDA 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 
Jumlah komoditas sembako yang mengalami 
kenaikan/ penurunan harga maksimal 10 % 

*) *) *) 9 9 *) *) *) 5 4 *) *) *) 0.56 0.44 

2 
Persentase Realisasi penyaluran bbm terhadap 
kebutuhan 

*) *) *) 100 100 *) *) *) 100 100 *) *) *) 1.00 1.00 

3 
Persentase dokumen kebijakan bidang Penanaman 
Modal yang dihasilkan 

*) *) *) 100 100 *) *) *) 100 100 *) *) *) 1.00 1.00 

4 
Persentase BUMD yang berkategori sehat 
(mendapatkan laba) 

*) *) *) 100 100 *) *) *) 100 67 *) *) *) 1.00 0.67 

5 
Prosentase penyaluran Rastra kepada Keluarga 
Penerima Manfaat 

*) *) *) 100 100 *) *) *) 100 100 *) *) *) 1.00 1.00 

  
                              

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Persentase keluarga miskin yang berdaya 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 
Pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Lumajang 
sesuai dengan kebijakan 

*) 100% 100% 100% *) *) 100% 100% 100% *) *) 1.00 1.00 1.00 *) 

3 
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi 
perkantoran 

100% *) *) 100% 100% 100% *) *) 100% 100% 1.00 *) *) 1.00 1.00 

4 
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 
aparatur 

100% *) *) 100% 100% 100% *) *) 100% 100% 1.00 *) *) 1.00 1.00 

5 
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya 
aparatur Bagian Ekonomi 

*) 100% 100% 100% 100% *) 100% 100% 100% *) *) 1.00 1.00 1.00 *) 

6 
Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

7 Tersedianya Data Perekonomian Daerah 
*) 100% 100% 100% *) *) 100% 100% 100% *) *) 1.00 1.00 1.00 *) 

8 
Terpenuhinya koordinasi, pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi 
Kabupaten Lumajang 

*) 100% *) *) *) *) 100% *) *) *) *) 1.00 *) *) *) 

9 
Prosentase pedoman pelaksanaan bidang 
perekonomian dibandingkan dengan kebutuhan 

*) 100% 100% 100% *) *) 100% 0% 100% *) *) 1.00 0.00 1.00 *) 

10 
Prosentase pelaku usaha pertambangan yang 
menerima pembinaan peraturan perundangan tentang 
pertambangan 

100% 100% *) *) *) 100% 100% *) *) *) 1.00 1.00 *) *) *) 

11 
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
rumah tangga, usaha kecil, perikanan, transportasi dan 
pelayanan umum pengguna BBM dan LPG 

*) *) 100% *) *) *) *) 100% *) *) *) *) 1.00 *) *) 

12 
Terselenggarakannya program pengawasan dan 
penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak 
lingkungan 

*) 100% 100% *) *) *) 100% 100% *) *) *) 1.00 1.00 *) *) 

13 
Terlaksananya Program Pembangunan dan 
Peningkatan Energi Pedesaan 

*) 100% 100% *) *) *) 100% 0% *) *) *) 1.00 0.00 *) *) 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14 
Terwujudnya pengembangan ketenagalistrikan di 
Kabupaten Lumajang 

*) 100% *) 100% *) *) 100% *) 100% *) *) 1.00 *) 1.00 *) 

15 
Terlaksananya perlindingan konsumen dan 
pengamanan perdagangan 

*) 100% *) *) *) *) 100% *) *) *) *) 1.00 *) *) *) 

16 
Persentase Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 
Negeri 

100% *) 100% *) 100% 100% *) 100% *) 100% 1.00 *) 1.00 *) 1.00 

17 
Jumlah penyebarluasan informasi ketentuan di bidang 
cukai 

*) *) 100% *) 100% *) *) 100% *) 100% *) *) 1.00 *) 1.00 

18 Pengembangan industri kecil dan menengah 
100% *) *) 100% *) 100% *) *) 100% *) 1.00 *) *) 1.00 *) 

19 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Baru 
*) *) *) *) 15% *) *) *) *) 346% *) *) *) *) 23.07 

  
                              

BAG. ADM. PEMBANGUNAN 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi 
pembangunan yang baik dan benar 

*) 69 69 69 69 *) 69 69 69 69 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi rencana 
dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa 

*) 2,005 2,051 2,598 2,700 *) 2,005 2,051 2,598 2,700 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 
Peningkatan kompetensi kematangan organisasi 
pengadaan barang / jasa 

*) 16 16 16 16 *) 16 16 16 16 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

  
                              

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Terselenggaranya program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

*) 12 12 12 12 *) 12 12 12 12 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 
Terselenggaranya program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

*) 15 15 15 15 *) 15 15 15 15 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 
Terselenggaranya program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

*) 12 12 12 12 *) 12 12 12 12 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

4 
Persentase perbandingan antara pelaksanaan 
pembangunan dengan target yang direncanakan 

*) 69 69 69 69 *) 69 69 69 69 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

5 
Persentase jumlah OPD yang menysun RUP secara 
benar 

*) 69 69 69 69 *) 69 69 69 69 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 

6 
Prosentase Peningkatan Administrasi 
Pembangunan 

*) 0 0 0 0 *) 0 0 0 0 *) 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
                              

BAG. HUMAS DAN PROTOKOL 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 
Persentase kegiatan serta kebijakan bupati, wakil 
bupati, dan sekretaris daerah yang dimuat oleh media 
massa 

*) *) *) 100% 100% *) *) *) 50.20

% 

95.12

% 
*) *) *) 0.50 0.95 

2 
Persentase dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh 
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan 
kemasyarakatan yang diselenggarakan 

*) *) *) 100% 100% *) *) *) 100% 
92.57

% 
*) *) *) 1.00 0.93 

3 
Persentase kegiatan bupati, wakil bupati dan sekretaris 
daerah yang didokumentasikan 

*) *) *) 100% 100% *) *) *) 100% 100% *) *) *) 1.00 1.00 

4 
Persentase pelayanan keprotokolan sesuai dengan 
SOP Protokol 

*) *) *) 100% 100% *) *) *) 100% 100% *) *) *) 1.00 1.00 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
                              

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
                              

1 
Persentase peningkatan kualitas layanan informasi 
dan penyebarluasan informasi kegiatan serta kebijakan 
bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah 

*) *) *) 100% 100% *) *) *) 50.20

% 

95.12

% 
*) *) *) 0.50 0.95 

2 
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi 
perkantoran 

*) *) *) 100% 100% *) *) *) 100% 100% *) *) *) 1.00 1.00 

3 
Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur 

*) *) *) 100% 100% *) *) *) 100% 100% *) *) *) 1.00 1.00 

4 Persentase peningkatan disiplin aparatur 
*) *) *) 100% *) *) *) *) 100% *) *) *) *) 1.00 *) 

5 
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya 
aparatur 

*) *) *) 100% *) *) *) *) 100% *) *) *) *) 1.00 *) 

6 
Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil 
kepala daerah 

*) *) *) 100% 100% *) *) *) 100% 
92.57

% 
*) *) *) 1.00 0.93 

7 Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum 
*) *) *) 100% 100% *) *) *) 0% 0% *) *) *) 0.00 0.00 

    
                              

BAG. UMUM 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang 
kerumahtanggaan 

*) *) *) 80 82 *) *) *) 79.7 80.99 *) *) *) 1.00 0.99 

2 
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang  sarana 
dan prasarana 

*) *) *) 80 82 *) *) *) 79.7 80.99 *) *) *) 1.00 0.99 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

    
                              

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
                              

1 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 

*) *) *) 80 *) *) *) *) 79.7 *) *) *) *) 1.00 *) 

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
*) *) *) 80 82 *) *) *) 79.7 80.99 *) *) *) 1.00 0.99 

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
*) *) *) 80 82 *) *) *) 79.7 80.99 *) *) *) 1.00 0.99 

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
*) *) *) 80 *) *) *) *) 79.7 *) *) *) *) 1.00 *) 

5 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

*) *) *) 80 *) *) *) *) 79.7 *) *) *) *) 1.00 *) 

6 
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepal 
Daerah/Wakil Kepala Daerah 

*) *) *) 80 82 *) *) *) 79.7 80.99 *) *) *) 1.00 0.99 

7 Program Pelayanan Kedinasan 
*) *) *) 80 82 *) *) *) 79.7 80.99 *) *) *) 1.00 0.99 

8 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

*) *) *) 80 *) *) *) *) 79.7 *) *) *) *) 1.00 *) 

    
                              

BAG. KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 Prosentase Penyerapan Anggaran 
*) *) *) 90,00 92,00 *) *) *) 88,41 97,89 *) *) *) *) *) 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 Jumlah Pengesahan/Penerbitan Dok SPM 
*) *) *) 800 900 *) *) *) 1.703 1,163 *) *) *) 0.00 1.29 

3 Prosentase Penurunan Temuan BPK/APIP 
*) *) *) 5 4 *) *) *) 5 4 *) *) *) 1.00 1.00 

4 Prosentase Pengusulan Kenaikan Pangkat 
*) *) *) 100 100 *) *) *) 100 100 *) *) *) 1.00 1.00 

    
                              

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
                              

1 Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran 
*) *) *) 100 100 *) *) *) 83,89 88.65 *) *) *) *) 0.89 

2 Terpelihara Sarana ndan Prasarana Aparatur 
*) *) *) 100 100 *) *) *) 78.19 84.1 *) *) *) 0.78 0.84 

3 Terpenuhi Laporan Keuangan 
*) *) *) 100 100 *) *) *) 87,14 77.04 *) *) *) *) 0.77 

4 
Meningkatnya Pelayanan Verifikasi dan Penerbitan 
Dok SPM 

*) *) *) 100 100 *) *) *) 68.27 75.67 *) *) *) 0.68 0.76 

5 Meningkatnya Pembinaan & Pengembangan Aparatur 
*) *) *) 100 100 *) *) *) 87.77 100 *) *) *) 0.88 1.00 

    
                              

BAG. LPBJ  
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 
 

 

BAG. ORGANISASI 

I INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   
                            

1 % Draf Raperda dan Raperbup kelembagaan  
14 14 20 *) *) 14 14 25 *) *) 1.00 1.00 1.25 *) *) 

2 
Jumlah Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan 
serta peningkatan Kapasitas Kelembagaan SKPD 

11 11 11 *) *) 15 15 15 *) *) 1.36 1.36 1.36 *) *) 

3 
% penilaian tertib Administrasi Kinerja Pelayanan 
Publik 

15 15 15 *) *) 16 16 15 *) *) 1.07 1.07 1.00 *) *) 

4 % Kinerja Pelayanan Publik yang prima 
15 15 20 *) *) 20 20 25 *) *) 1.33 1.33 1.25 *) *) 

5 % Tersusunnya dokumen Tapkin SKPD 
15 15 20 *) *) 20 20 20 *) *) 1.33 1.33 1.00 *) *) 

6 
Persentase SKPD yang sesuai dengan PP 18 Tahun 
2016 

*) *) *) 80 80 *) *) *) 98 100 *) *) *) 1.23 1.25 

7 
Persentase SKPD yang menerapkan Standar 
Pelayanan Publik 

*) *) *) 80 80 *) *) *) 100 100 *) *) *) 1.25 1.25 

8 Persentase LKj SKPD yang berpredikat B dan CC 
*) *) *) 70 70 *) *) *) 56 60 *) *) *) 0.80 0.86 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

II INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
                              

1 
Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan 

100  100 100 100 *) 100  100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 *) 

2 
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Masyarakat 

100  100 100 100 *) 100  100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 *) 

3 
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja 
Kelembagaan 

100  100 100 100 *) 100  100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 *) 

4 
Terlaksananya Penyusunan Standar Komposisi 
Aparatur 

100  100 100 100 *) 100  100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 *) 

  Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 
100  100 100 100 *) 100  100 100 100 *) 1.00 1.00 1.00 1.00 *) 

5 Nilai IKM (Pegawai) Bag. Organisasi 
*) *) *) *) 100 *) *) *) *) 100 *) *) *) *) 1.00 

6 Prosentase sarana dan prasarana yang layak 
*) *) *) *) 20 *) *) *) *) 20 *) *) *) *) 1.00 

6 
Peringkat KBK di Kab. Lumajang di Tingkat Provinsi 
tahun berkenaan 

*) *) *) *) 20 *) *) *) *) 75 *) *) *) *) 3.75 

7 Jumlah laporan tentang RB tahun 2018 
*) *) *) *) 1 *) *) *) *) 1 *) *) *) *) 1.00 

8 Persentase OPD yang terfasilitasi penelitian PK-nya 
*) *) *) *) 55 *) *) *) *) 60 *) *) *) *) 1.09 

9 Jumlah laporan OPD yang ditindaklanjuti 
*) *) *) *) 1 *) *) *) *) 1 *) *) *) *) 1.00 

10 Jumlah laporan tentang tata naskah dinas 
*) *) *) *) 1 *) *) *) *) 1 *) *) *) *) 1.00 
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NO 

INDIKATOR KINERJA SESUAI 
DENGAN 

TARGET RENSTRA TAHUN 
REALISASI CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
RASIO CAPAIAN RENSTRA 

TAHUN 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11 
Persentase OPD yang telah menyusun Anjab, Evjab 
dan ABK 

*) *) *) *) 55 *) *) *) *) 57 *) *) *) *) 1.04 

12 
Persentase OPD yang meningkatkan standarisasi 
pelayanan publiknya 

*) *) *) *) 55 *) *) *) *) 100 *) *) *) *) 1.82 

13 
Persentase OPD yang menerapkan SPM pelayanan 
dasar 

*) *) *) *) 95 *) *) *) *) 100 *) *) *) *) 1.05 

14 Nilai SAKIP sekretariat daerah mendapat predikat "B" 
*) *) *) *) 1 *) *) *) *) 1 *) *) *) *) 1.00 

15 Nilai kenaikan indeks RB 
*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

    
                              

Keterangan : 

*) Data di tiap Bagian tidak ada 
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Tabel 2.8. 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 

 

NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

1  PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA 
PELAYANAN UMUM - 

7
5
,0

0
0

,0
0
0
 

- - - - 

5
0
,6

7
3

,0
0
0
 

- - - - 0,68 - - - 1 
1 

2  PROGRAM KERJASAMA 
PEMBANGUNAN 

1
0
5

.1
3

0
.0

0
0
 

 

1
0
1

,0
2

7
,5

0
0
 

1
0
0

,0
0

0
,0

0
0
 

1
2
4

,4
5

0
,0

0
0
 

2
3
4

,3
4

8
,0

0
0
 

9
7
.2

4
6

.0
0
0
 

 

5
0
,5

1
0

,0
0
0
 

4
5
,5

6
1

,0
0
0
 

1
1
0

,8
9

6
,2

5
0
 

1
9
5

,1
6

1
,9

0
0
 

0,93 
0,50 0,46 0,89 0,83 0,42 1,05 

3  PROGRAM PENGEMBANGAN 
WILAYAH PERBATASAN 

1
3
5

.5
5

1
.0

0
0
 

 

2
5
2

,6
6

6
,0

0
0
 

1
,1

4
4
,0

2
0

,0
0
0
 

2
7
6

,1
8

0
,0

0
0
 

3
9
2

,7
5
0

,0
0

0
 

2
6
.8

1
6

.9
0
0
 

 

2
3
9

,6
4

8
,2

5
0
 

1
,1

2
1
,4

1
5

,5
0
0
 

2
7
2

,2
5

0
,0

0
0
 

3
8
7

,4
4

0
,0

0
0
 

0,20 
0,95 0,98 0,99 0,99 3,74 10,96 

4  PROGRAM PENATAAN 
PENGUASAAN, PEMILIKAN, 
PENGGUNAAN, DAN 
PEMANFAATAN TANAH 

1
4
.6

1
0

.0
0
0
 

 

1
6
,4

8
5

,0
0
0
 

1
5
8

,7
1

8
,0

0
0
 

3
3
0

,8
5

0
,0

0
0
 

1
5
,1

8
0

,0
0
0
 

1
4
.5

9
2

.7
5
0
 

 

1
4
,4

0
0

,0
0
0
 

1
3
0

,3
2

7
,0

0
0
 

2
8
2

,7
0

8
,7

5
0
 

1
5
,0

5
4

,0
0
0
 

1,00 
0,87 0,82 0,85 0,99 9,60 8,97 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

5  PROGRAM PENYELESAIAN 
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN 

7
5
.0

0
0

.0
0
0
 

 

5
6
,4

4
5

,0
0
0
 

1
3
2

,5
6

4
,0

0
0
 

7
9
,9

5
0

,0
0
0
 

3
0
,0

0
0

,0
0
0
 

6
2
.2

5
0

.0
0
0
 

 

4
3
,5

9
0

,0
0
0
 

6
1
,9

2
5

,0
0
0
 

6
4
,4

3
9

,8
0
0
 

2
5
,5

1
0

,0
0
0
 

0,83 
0,77 0,47 0,81 0,85 0,55 0,01 

6  PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1
6
9

.7
6

7
.5

0
0
 

 

2
3
2

,2
6

8
,5

0
0
 

2
2
9

,2
8

3
,0

0
0
 

4
7
0

,9
2

6
,0

0
0
 

4
3
7

,0
2

6
,0

0
0
 

1
5
0

.5
8

5
.8

9
1
 

 

2
0
2

,2
7

0
,5

9
3
 

1
9
7

,2
5

8
,6

2
7
 

4
1
6

,3
9

6
,2

6
3
 

4
0
4

,9
6

3
,7

1
0
 

0,89 
0,87 0,86 0,88 0,93 1,39 1,42 

7  PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA 
APARATUR 

3
9
.2

0
0

.0
0
0
 

 

5
4
2

,1
6

0
,0

0
0
 

4
1
,2

0
0

,0
0
0
 

4
7
,0

0
0

,0
0
0
 

6
0
,0

0
0

,0
0
0
 

3
5
.1

2
0

.1
0
9
 

 

2
9
,4

5
5

,1
5
9
 

3
3
,2

2
6

,0
0
0
 

4
6
,9

7
5

,0
0
0
 

5
6
,0

6
0

,0
0
0
 

0,90 
0,05 0,81 1,00 0,93 12,12 0,43 

8  PROGRAM PENINGKATAN 
DISIPLIN APARATUR 

- 

5
,4

0
0
,0

0
0
 

6
,6

0
0
,0

0
0
 

8
,2

5
0
,0

0
0
 

- - 

4
,5

0
0

,0
0

0
 

6
,0

5
0
,0

0
0
 

8
,2

5
0
,0

0
0
 

- - 
0,83 0,92 1,00 - 0,35 0,53 

9  PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
APARATUR 

6
.1

4
0
.0

0
0
 

 

1
7
,7

5
0

,0
0
0
 

1
6
,6

5
0

,0
0
0
 

1
7
,0

0
0

,0
0
0
 

- 

5
.6

5
5
.0

0
0
 

 

3
,2

1
0
,0

0
0
 

1
5
,8

9
8

,7
5
0
 

1
6
,9

8
7

,5
0
0
 

- 0,92 
0,18 0,95 1,00 - (0,05) 3,99 

10  PROGRAM PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 
DAN KEUANGAN 

9
7
2

.0
0

0
 

 

1
,7

5
0
,0

0
0
 

3
,8

2
2
,0

0
0
 

5
,9

2
4
,0

0
0
 

1
7
,0

0
0

,0
0
0
 

9
4
5

.0
0

0
 

 

1
,7

0
4
,0

0
0
 

3
,6

4
2
,0

0
0
 

5
,5

5
2
,0

0
0
 

1
6
,9

5
8

,0
0
0
 

0,97 
0,97 0,95 0,94 1,00 3,00 2,98 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11  PROGRAM PENINGKATAN 
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA 
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 

3
2
7

.7
8

2
.5

0
0
 

 

4
3
9

,0
1

8
,5

0
0
 

- - - 

2
2
9

.2
8

0
.0

0
0
 

 

3
3
8

,1
6

4
,0

0
0
 

- - - 0,70 
0,77 - - - 0,34 0,47 

12  PROGRAM PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH - 

3
,0

1
4
,0

0
0
 

8
,6

1
2
,0

0
0
 

1
0
,0

0
0

,0
0
0
 

- - 

3
,0

1
4
,0

0
0
 

7
,8

6
7
,0

0
0
 

9
,7

4
2
,4

0
0
 

- - 
1,00 0,91 0,97 - 1,94 1,73 

13  PROGRAM PENINGKATAN 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

2
3
2

.0
6

0
.0

0
0
 

 

1
4
5

,5
1

5
,5

0
0
 

5
7
8

,8
0

1
,0

0
0
 

2
6
1

,4
1

0
,0

0
0
 

1
4
5

,3
0

2
,0

0
0
 

1
4
4

.8
9

1
.8

0
0
 

 

7
4
,2

1
5

,9
0
0
 

3
9
0

,1
5

9
,5

1
4
 

1
8
7

,3
8

7
,3

5
0
 

1
0
9

,8
2

0
,8

3
4
 

0,62 
0,51 0,67 0,72 0,76 1,95 3,15 

14  PROGRAM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

- 

- 

3
9
,1

0
0

,0
0
0
 

4
0
,0

0
0

,0
0
0
 

- 

- 

- 

3
3
,2

1
2

,7
5
0
 

3
7
,7

8
9

,7
5
0
 

- 

- 

- 0,85 0,94 - 0,02 0,14 

15  PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK 
MASYARAKAT 

- 

- - 

3
5
0

,0
0

0
,0

0
0
 

6
2
7

,8
5

0
,0

0
0
 

- 

- - 

3
4
9

,0
3

0
,0

0
0
 

5
9
6

,0
5

7
,9

7
5
 

- 

- - 1,00 0,95 0,79 0,71 

16  PROGRAM PENINGKATAN 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA 

- 

- - 

7
5
,2

8
0

,0
0
0
 

3
3
0

,0
0

0
,0

0
0
 

- 

- - 

7
1
,7

6
4

,0
0
0
 

3
0
5

,5
0

8
,5

0
0
 

- 

- - 0,95 0,93 3,38 3,26 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                    

BAGIAN HUKUM 

1   PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1
4
1

.5
0

5
.0

0
0
 

 

1
5
0

,1
0

7
,5

0
0
 

1
6
7

,6
8

1
,9

0
0
 

2
0
8

,6
6

2
,0

0
0
 

2
5
2

,3
9

2
,0

0
0
 

1
3
4

.6
7

6
.3

8
1
 

 

1
4
3

,9
0

8
,4

1
6
 

1
3
3

,9
3

7
,6

2
2
 

1
7
4

,1
2

8
,5

9
3
 

2
2
6

,8
8

9
,3

1
9
 

0,95 
0.96 

0.80 0.83 0.90 
0,47 

0,38 

2   PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

4
5
.2

5
0

.0
0
0
 

 

4
4
,2

8
0

,0
0
0
 

4
7
,6

0
0

,0
0
0
 

5
4
,2

0
0

,0
0
0
 

4
7
,1

2
0

,0
0
0
 

4
7
.0

5
0

.0
0
0
 

 

4
1
,0

5
9

,9
0
2
 

2
7
,0

1
5

,6
9
3
 

4
2
,5

8
6

,8
2

3
 

2
5
,9

3
1

,5
0
6
 

1,04 0.93 0.57 0.79 0.55 0,16 0,01 

3   PROGRAM PENINGKATAN 

DISIPLIN APARATUR  

- - - 

8
,2

5
0
,0

0
0
 

- - - - 

8
,2

5
0
,0

0
0
 

- 
- - - 1.00 - 1,00 1,00 

4   PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR  

1
9
.2

8
2
.0

0
0
 

1
5
,6

0
0

,0
0
0
 

2
2
,0

5
0

,0
0
0
 

2
5
,0

0
0

,0
0
0
 

- 

1
4
.4

8
2
.0

0
0
 

5
,4

9
6
,0

0
0
 

1
5
,9

9
6

,5
0
0
 

1
9
,8

7
5

,0
0
0
 

- 

0,75 0.35 0.73 0.80 - 0,27 1,37 

5   PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

KEUANGAN 

- 

1
5
,6

0
0

,0
0
0
 

- 

9
9
8

,0
0

0
 

- - 

5
,4

9
6
,0

0
0
 

- 

8
5
0

,0
0

0
 

- 

- 0.35 - 0.85 - (0,94) (0,85) 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

6   PROGRAM PENGEMBANGAN 

DAN PENYEMPURNAAN PRODUK 

HUKUM 

 

1
,1

6
9
,2

7
2

,5
0
0
 

1
,7

0
5
,7

3
8

,1
0
0
 

1
,6

7
2
,8

9
0

,0
0
0
 

8
2
2

,0
0

0
,0

0
0
 

 1
,0

2
8
,9

0
0

,9
0
0
 

1
,5

9
8
,6

5
7

,9
8
4
 

1
,5

4
0
,6

2
2

,1
7
0
 

6
7
4

,7
8

0
,5

0
1
 

 

0.88 0.94 0.92 0.82 0,27 0,33 

7   PROGRAM PENINGKATAN 

KESADARAN HUKUM 

MASYARAKAT - - - - 

4
3
2

,0
0

0
,0

0
0
 

- 

4
1
,0

5
9

,9
0
2
 

- 

4
2
,5

8
6

,8
2
3
 

3
8
4

,4
9

1
,5

0
0
 

- - - - 0.89 1,00 8,07 

8   PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PERLINDUNGAN HUKUM 
- - - - 

3
7
5

,0
0

0
,0

0
0
 

- - - - - 

- - - - - 1,00 - 

                                       

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1   PROGRAM FASILITASI KEGIATAN 
SOSIAL KEAGAMAAN 

   1
.2

3
1
.1

2
6
.5

0
0

 
 

1
,0

7
5
,9

0
6

,5
0
0
 

1
,8

3
0
,1

9
3

,0
0
0
 

2
,6

1
9
,1

5
3

,0
0
0
 

- 

   1
.1

1
2
.5

1
3
.7

5
0

 
 

8
1
5

,2
4

6
,0

0
0
 

1
,7

4
2
,8

2
4

,0
0
0
 

2
,4

5
0
,7

0
1

,6
6
9
 

- 0,90 0.76 
0.95 0.94 - 

0,72 
1,01 

2   PROGRAM FASILITASI KEGIATAN 
KEAGAMAAN 

- - - - 

2
,3

6
0
,6

8
1

,0
0
0
 

- - - - 

2
,1

4
1
,0

7
8

,0
0
0
 

- - - - 0.91 1,00 1,00 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3   PROGRAM PENGEMBANGAN 
WAWASAN KEBANGSAAN 

       7
8
2

.5
6

4
.0

0
0
 

 

1
,2

3
5
,3

5
5

,0
0
0
 

1
,1

0
2
,6

7
5

,0
0
0
 

1
,7

1
6
,3

9
9

,0
0
0
 

- 

       7
5
6

.3
9

3
.8

5
0
 

 

1
,0

9
6
,6

2
1

,4
5
7
 

1
,0

4
1
,7

1
3

,0
0
0
 

1
,6

8
1
,9

2
0

,0
0
0
 

- 

0,97 0.89 0.94 0.98 - 0,66 0,60 

4   PROGRAM FASILITASI KEGIATAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

- - - - 

1
,5

3
5
,9

3
2

,0
0
0
 

- - - - 

1
,5

0
7
,6

7
3

,0
0
0
 

- - - - 0.98 1,00 1,00 

5   PROGRAM FASILITASI KEGIATAN 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

- - - - 

9
9
1

,4
8

7
,0

0
0
 

- - - - 

9
8
3

,1
9

2
,0

0
0
 

- - - - 0.99 1,00 1,00 

6   PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN 

            
1

4
3

.3
0

6
.5

0
0

  
 

1
3
7

,0
6

0
,5

0
0
 

1
3
9

,0
1

4
,0

0
0
 

2
0
1

,2
5

0
,0

0
0
 

2
4
3

,4
4

4
,0

0
0
 

       
1

2
6

.6
9

5
.4

7
9

  
 

1
1
6

,1
7

1
,0

3
5
 

1
3
6

,1
6

5
,8

4
0
 

1
9
8

,0
3

1
,2

5
2
 

2
3
6

,6
3

7
,9

9
8
 

0,88 0.85 0.98 0.98 0.97 0,47 0,59 

7   PROGRAM PENINGKTAN SARANA 
DAN PRASARANA APARATUR 

              
6

0
.7

6
2

.0
0
0

  
 

4
7
,5

0
0

,0
0
0
 

4
9
,7

0
0

,0
0
0
 

4
9
,9

0
0

,0
0
0
 

6
0
,6

5
0

,0
0
0
 

         
3

6
.9

8
2

.0
0
0

  
 

4
0
,0

9
9

,5
0
0
 

4
0
,4

8
9

,8
0
0
 

4
9
,9

0
0

,0
0
0
 

6
0
,6

5
0

,0
0
0
 

0,61 0.84 0.81 1.00 1.00 (0,11) 0,38 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

8   PROGRAM PENINGKATAN 
DISIPLIN APARATUR 

- - - 

9
,5

0
0
,0

0
0
 

- - - - 

9
,0

2
5
,0

0
0
 

- 

- - - 0.95 - 1,00 1,00 

9   PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
APARATUR          

1
1
.0

2
6

.0
0
0

  
 

7
,9

3
8
,0

0
0
 

7
,9

3
8
,0

0
0
 

1
0
,5

8
8

,0
0
0
 

-            
3

.1
2

7
.5

0
0

  
 

4
,1

3
7
,5

0
0
 

7
,9

3
8
,0

0
0
 

1
0
,5

8
8

,0
0
0
 

- 

0,28 0.52 1.00 1.00 - (0,17) 1,35 

10   PROGRAM PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 
DAN KEUANGAN 

- - - 

6
,2

1
0
,0

0
0
 

1
2
,2

9
0

,0
0
0
 

- - - 

6
,2

1
0
,0

0
0
 

1
2
,2

9
0

,0
0
0
 

- - - 1.00 1.00 0,98 0,98 

                    

BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN 

1   PROGRAM PEMBERDAYAAN 
FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT 
TERPENCIL(KAT)DAN 
PENYANDANG MASALAH 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 
(PMKS)LAINNYA 

          
1

0
4

.5
7

7
.0

0
0

  
 

1
2
8

,7
5

6
,0

0
0
 

1
1
4

,6
3

7
,4

0
0
 

1
2
7

,7
7

3
,2

0
0
 

8
4
,4

4
8

,0
0
0
 

         
6

8
.3

2
5

.5
0
0

  
 

9
7
,2

0
6

,0
0
0
 

8
3
,2

4
5

,7
0
0
 

1
1
7

,9
8

5
,2

5
0
 

6
1
,5

1
7

,0
0
0
 

0.65 
0.75 0.73 0.92 0.73 

0,15 
0,58 

2   PROGRAM PENINGKATAN 
PROMOSI DAN KERJA SAMA 
INVESTASI             

5
1
.3

3
5

.0
0
0

  
 

4
3
,5

4
0

,0
0
0
 

3
0
0

,9
8

7
,5

0
0
 

1
2
5

,3
9

2
,5

0
0
 

- 

   3
1
.8

4
3

.5
0
0

  
 

3
2
,6

8
3

,1
0
0
 

2
2
1

,9
4

1
,8

4
0
 

1
1
3

,7
0

9
,4

0
8
 

- 0.62 
0.75 0.74 0.91 - 

5,57 
5,65 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3   PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN 

          
2

4
0

.2
0

5
.5

0
0

  
 

2
9
4

,8
7

8
,5

0
0
 

3
0
2

,2
4

3
,8

0
0
 

2
5
5

,7
7

0
,6

0
0
 

2
4
5

,0
2

7
,5

0
0
 

   2
2
2

.3
7

7
.0

1
5

  
 

2
0
5

,0
2

2
,6

2
8
 

2
5
0

,0
2

3
,4

0
6
 

2
3
2

,5
3

0
,6

1
9
 

2
1
2

,7
7

9
,6

9
5
 

0.93 
0.70 0.83 0.91 0.87 

0,09 
0,05 

4   PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA 
APARATUR             

3
5
.9

9
7

.5
4
5

  
 

7
0
,3

1
4
,5

0
0
 

4
2
,5

0
0

,0
0
0
 

3
3
,4

5
5

,0
0
0
 

3
3
,4

5
5

,0
0
0
 

    3
2

.11
5

.6
62

  
 

5
9
,1

0
6

,0
5
2
 

2
7
,7

2
5

,8
8
1
 

3
3
,2

1
4

,8
1
1
 

3
1
,8

4
1

,0
9
3
 

0.89 
0.84 0.65 0.99 0.95 

0,34 
0,50 

5   PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
APARATUR             

1
4
.3

0
5

.0
0
0

  
 

1
5
,5

6
0

,0
0
0
 

2
0
,4

4
6

,2
0
0
 

1
9
,0

6
9

,0
0
0
 

-             
9

.7
5

3
.5

0
0

  
 

8
,2

4
0
,2

0
0
 

1
3
,6

6
0

,0
0
0
 

1
5
,6

5
4

,0
7
7
 

- 0.68 
0.53 0.67 0.82 - 

0,38 
0,55 

6   PROGRAM PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 
DAN KEUANGAN 

               
6

.0
0

0
.0

0
0

  
 

5
,6

4
8
,0

0
0
 

6
,0

0
0
,0

0
0
 

4
,8

5
2
,0

0
0
 

2
,6

2
0
,0

0
0
 

            
5

.8
2

1
.0

0
0
  

 

5
,1

2
0
,9

0
0
 

5
,3

0
9
,0

0
0
 

4
,4

6
5
,0

0
0
 

2
,3

5
6
,0

0
0
 

0.97 
0.91 0.88 0.92 0.90 

(0,30) 
(0,36) 

7   PROGRAM PENGEMBANGAN 
DATA/ INFORMASI/ STATISTIK 
DAERAH             

7
6
.8

5
0

.0
0
0

  
 

3
9
,7

0
8

,0
0
0
 

5
8
,6

2
5

,0
0
0
 

4
8
,1

0
0

,6
0
0
 

-          
7

2
.7

6
8

.3
0
0

  
 

3
3
,2

7
8

,4
0
0
 

3
8
,1

7
0

,7
0
0
 

4
5
,1

6
9

,8
2
0
 

- 0.95 
0.84 0.65 0.94 - 

(0,07) 
(0,33) 

8   PROGRAM PENGENDALIAN 
DISTRIBUSI PUPUK 

            
8

4
.8

4
7

.0
0
0

  
 

5
9
,9

5
8

,5
0
0
 

- - -          
3

6
.0

3
7

.9
0
0

  
 

2
7
,0

0
1

,5
0
0
 

- - - 0.42 
0.45 - - - 

(0,29) 
(0,25) 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9   PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN BIDANG 
PERTAMBANGAN           

1
2
1

.4
8

5
.5

0
0

  
 

1
4
,6

0
0

,0
0
0
 

- 

3
1
,7

8
3

,4
0
0
 

-          
9

2
.8

4
5

.7
4
0

  
 

1
3
,8

4
6

,0
0
0
 

- 

2
2
,5

4
1

,7
3
1
 

- 0.76 
0.95 - 0.71 - 

0,30 
(0,22) 

10   PROGRAM PEMBINAAN USAHA 
PERTAMBANGAN MINERAL 

- - 

8
5
,0

1
1

,2
0
0
 

- - - - 

8
2
,0

3
9

,0
0
0
 

- - - - 
0.97 

- - 1,00 
1,00 

11   PROGRAM PENINGKATAN 
AKSESIBILITAS PEMERINTAH 
DAERAH DAN KOPERASI 
MASYARAKAT TERHADAP JASA 
PELAYANAN SARANA DAN 
PRASARANA ENERGI 

- - 

1
5
0

,0
1

5
,0

0
0
 

- - - - 

1
1
0

,4
8

4
,6

0
0
 

- - - - 
0.74 

- - 
1,00 1,00 

12   PROGRAM PENGAWASAN DAN 
PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT 
YANG  BERPOTENSI  MERUSAK 
LINGKUNGAN 

- 

1
0
,7

1
5

,0
0
0
 

1
7
,7

0
0

,0
0
0
 

- - - 

1
0
,0

8
9

,2
5
0
 

1
3
,6

8
5

,0
0
0
 

- - - 
0.94 0.77 

- - 0,65 
0,36 

13   PROGRAM PEMBANGUNAN DAN 
PENINGKATAN ENERGI 
PERDESAAN 

       
5

.0
2

7
.6

1
8

.2
0
0

  
 

3
,9

3
2
,7

4
8

,0
0
0
 

1
,1

8
5
,4

5
8

,9
7
8
 

- - 

    3
.1

0
3
.7

3
9
.8

5
0

  
 

1
,1

8
0
,8

5
7

,4
0
0
 

- - - 0.62 
0.30 

- - - (0,92) 
(0,62) 

14   PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN BIDANG 
KETENAGALISTRIKAN - 

3
8
,0

0
7

,5
0
0
 

- 

6
,1

1
6
,6

0
0
 

- - 

1
8
,9

7
4

,9
9
9
 

- 

3
,6

6
5
,0

0
0
 

- - 
0.50 - 0.60 

- (0,84) 
(0,81) 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

15   PROGRAM PERLINDUNGAN 
KONSUMEN DAN PENGAMANAN 
PERDAGANGAN - 

3
0
,0

0
0

,0
0
0
 

- - - - 

1
6
,7

5
0

,3
0
0
 

- - - - 
0.56 - - - 1,00 1,00 

16   PROGRAM PENINGKATAN 
EFISIENSI PERDAGANGAN 
DALAM NEGERI             

1
1
.0

8
0

.0
0
0

  
 - 

1
5
,0

0
0

,0
0
0
 

- 

1
5
9

,6
2

0
,0

0
0
 

            
8

.9
8

7
.3

0
0

  
 - 

6
,8

5
5
,4

0
0
 

- 

1
1
6

,6
1

7
,6

4
3
 

0.81 
- 0.46 - 0.73 

10,00 
15,77 

17   PROGRAM SOSIALISASI 
KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 

          
1

5
2

.3
1

3
.9

2
1

  
 - 

5
0
,0

0
0

,0
0
0
 

- 

1
5
0

,0
0

0
,0

0
0
 

- - 

2
,8

9
0
,0

0
0
 

- 

5
4
,3

2
6

,0
9
2
 

- - 0.06 - 0.36 
1,33 

17,80 

18   PROGRAM PENGEMBANGAN 
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 

- - - 

1
0
1

,4
8

8
,0

0
0
 

- - - - 

4
6
,9

5
0

,9
0
0
 

- 

- - - 0.46 - 
1,00 

1,00 

19   PROGRAM PENINGKATAN IKLIM 
INVESTASI DAN REALISASI 
INVESTASI - - - - 

1
5
6

,9
0

7
,5

0
0
 

- - - - 

1
1
9

,3
7

0
,5

3
8
 

- - - - 0.76 1,00 1,00 

                    

BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1   PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1
7
0

.2
5

6
.5

0
0
 

 

1
4
1
.9

3
8
.5

0
0
 

1
5
9
.6

0
7
.4

0
0
 

1
8
6
.6

1
0
.0

0
0
 

3
1
7
.4

3
5
.0

0
0
 

   1
4
6

.3
4

5
.2

0
8
  

 1
2
1
.4

3
6
.5

2
0
 

1
3
6
.0

0
4
.9

1
8
 

1
7
5
.2

9
5
.5

7
0
 

2
5
0
.7

2
3
.5

2
1
 

0,86 0,86 
0,85 0,94 0,79 

0,30 
0,35 

2   PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA 
APARATUR 

2
7
.0

0
0

.0
0
0
 

 

4
8
.6

2
0

.0
0
0
 

4
0
.4

0
0

.0
0
0
 

3
4
.7

9
0

.0
0
0
 

4
8
.6

2
0

.0
0
0
 

     2
7
.0

0
0

.0
0
0

  
 1

6
.0

9
0
.0

0
0
 

3
0
.1

7
6

.5
7
2
 

2
9
.1

9
4

.9
7
4
 

3
3
.9

2
8

.7
5
5
 

1,00 0,33 0,75 0,84 0,70 0,59 0,48 

3   PROGRAM PENINGKATAN 
DISIPLIN APARATUR 

- 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

4
.5

0
0
.0

0
0
 

3
.6

0
0
.0

0
0
 

- - 

2
.8

0
0
.0

0
0
 

4
.5

0
0
.0

0
0
 

3
.6

0
0
.0

0
0
 

- 

- 0,93 1,00 1,00 - 0,30 0,56 

4   PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
APARATUR - 

7
3
.2

1
0

.0
0
0
 

7
0
.2

5
3

.0
0
0
 

5
9
.2

5
3

.0
0
0
 

- - 

3
0
.2

9
4

.6
0
0
 

4
6
.5

1
5

.0
0
0
 

5
5
.2

6
7

.8
5
4
 

- 

- 0,41 0,66 0,93 - (0,20) 0,58 

5   PROGRAM PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 
DAN KEUANGAN 

1
8
3

.0
3

3
.0

0
0
 

 

9
9
.9

8
0

.5
0
0
 

1
0
1

.4
5

3
.0

0
0
 

1
3
6

.2
4

0
.0

0
0
 

1
2

7
.3

4
5

.0
0
0
 

1
5
6

.9
0

4
.4

0
0
 

 

7
3
.7

7
7

.3
0
0
 

7
0
.5

9
3

.3
0
0
 

1
2
1

.3
0

4
.9

0
0
 

1
2
0

.6
8

7
.8

0
0
 

0,86 0,74 0,70 0,89 0,95 (0,11) 0,14 

6   PROGRAM PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 
BARANG 

3
9
2

.1
1

0
.5

0
0
 

 

4
1
4

.0
7

1
.0

0
0
 

3
9
1

.1
6

6
.6

0
0
 

4
4
7

.8
9

7
.0

0
0
 

2
8
4

.5
5

5
.0

0
0
 

2
5
4

.4
9

9
.0

8
0
 

 

3
5
4

.7
4

9
.7

0
0
 

3
4
3

.2
2

5
.8

0
0
 

3
5
2

.8
0

4
.5

1
2
 

6
9
.2

4
2

.1
0
0
 

0,65 0,86 0,88 0,79 0,24 0,05 0,19 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                    

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 

1   PROGRAM PENYEBARLUASAN 

INFORMASI PEMBANGUNAN 

DAERAH  - - 

3
2
3

,8
0

0
,0

0
0
 

2
6
4

,1
7

5
,0

0
0
 

 - - 

2
6
1

,4
7

5
,0

0
0
 

1
7
8

,7
2

5
,0

0
0
 

 

- - 0.81 0.68 
(0,18) 

(0,32) 

2   PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 - - 

8
5
3

,8
1

1
,5

0
0
 

8
2
4

,0
3

3
,0

0
0
 

 - - 

7
4
2

,8
4

0
,6

9
2
 

6
4
0

,9
4

8
,1

9
2
 

 

- - 0.87 0.78 (0,03) (0,14) 

3   PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR  - - 

1
7
6

,3
6

0
,0

0
0
 

1
7
4

,4
6

0
,0

0
0
 

 - - 

1
7
4

,2
4

1
,6

1
5
 

1
1
7

,4
5

6
,5

3
9
 

 

- - 0.99 0.67 (0,01) (0,33) 

4   PROGRAM PENINGKATAN 

DISIPLIN APARATUR 

 - - 

6
2
,5

0
0

,0
0
0
 

-  - - 

5
7
,7

0
0

,0
0
0
 

- 

 

- - 0.92 - 1,00 1,00 

5   PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR  - - 

3
5
,8

5
0

,0
0
0
 

-  - - 

1
5
,5

9
2

,0
0
0
 

- 

 

- - 0.43 - 1,00 1,00 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

6   PROGRAM PENINGKATAN 

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA 

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  - - 

4
2
2

,0
8

0
,0

0
0
 

2
9
2

,4
7

5
,0

0
0
 

 - - 

3
0
6

,7
6

0
,0

0
0
 

2
6
8

,7
5

5
,0

0
0
 

 

- - 0.73 0.92 (0,31) (0,12) 

7   PROGRAM PENINGKATAN 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN UMUM  - - 

0
 

0
 

 - - 

0
 

0
 

 

- - - - - - 

                    

BAGIAN UMUM 

                                       

1   PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

PELAYANAN UMUM 

1
.3

4
6
.3

1
4

.5
0
0
 

 

1
,1

3
5
,0

1
0

,0
0
0
 

9
2
3

,9
6

4
,5

0
0
 

1
,2

5
4
,3

9
7

,8
0
8
 

- 1
.3

4
6
.3

1
4
.5

0
0
 

 

1
,1

0
7
,4

9
2

,0
0
0
 

8
9
8

,8
3

1
,7

4
3
 

1
,2

4
9
,7

0
2

,6
5
7
 

- 

1,00 0.98 
0.97 1.00 - 

(0,22) 
(0,24) 

2   PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN 

3
.5

7
2
.5

5
3

.0
8
7
 

 

4
,0

2
3
,2

7
2

,8
0
0
 

4
,5

2
5
,4

8
5

,9
9
5
 

5
,8

9
1
,5

6
8

,4
9
2
 

5
,8

7
3
,2

7
2

,2
5
6
 

3
.5

7
2
.5

5
3
.0

8
7
 

 

3
,6

9
7
,5

0
9

,7
9
0
 

4
,1

0
4
,1

3
2

,9
0
2
 

5
,4

8
1
,5

5
4

,9
8
5
 

5
,5

7
4
,0

1
3

,9
2
7
 

1,00 0.92 0.91 0.93 0.95 0,55 0,48 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3   PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

1
0
.4

8
8

.0
1
1

.4
5

0
 

 9
,0

1
4
,0

4
5

,1
6
3
 

1
0
,8

0
3

,3
0
7

,1
5

5
 

7
,7

2
0
,3

9
0

,8
0
0
 

1
0
,2

8
0

,9
4
3

,7
4

4
 

1
0
.4

8
8
.0

1
1
.4

5
0
 

 

8
,7

5
1
,6

1
0

,1
8
9
 

9
,5

1
4
,7

1
3

,7
9
9
 

6
,6

5
0
,1

9
9

,4
9
9
 

9
,7

9
1
,2

9
5

,6
6
3
 

1,00 0.97 0.88 0.86 0.95 (0,14) (0,26) 

4   PROGRAM PENINGKATAN 

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA 

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 

2
1
6

.0
0

0
.0

0
0
 

3
0
2

,1
6

0
,0

0
0
 

3
6
0

,0
0

0
,0

0
0
 

1
,6

7
3
,3

1
4

,7
0
0
 

2
,0

6
1
,0

6
0

,0
0
0
 

2
1
6

.0
0

0
.0

0
0
 

2
9
2

,5
9

0
,0

0
0
 

1
1
9

,8
6

2
,5

0
0
 

1
,5

2
7
,9

6
4

,6
0
0
 

1
,9

2
9
,2

2
8

,1
8
0
 

1,00 0.97 0.33 0.91 0.94 4,30 11,58 

5   PROGRAM PELAYANAN 

KEDINASAN  

8
6
6

.5
0

0
.0

0
0
 

1
,4

7
3

,6
0
0

,0
0

0
 

2
,2

9
5
,3

6
0

,0
0
0
 

2
,2

5
3
,4

5
0

,0
0
0
 

2
,2

1
3
,3

2
0

,0
0
0
 

8
6
6

.5
0

0
.0

0
0
 

1
,4

0
2
,9

5
9

,7
5
0
 

2
,1

6
3
,4

7
3

,5
0
0
 

2
,2

4
9
,7

2
7

,5
0
0
 

2
,1

9
5
,2

8
9

,0
0
0
 

1,00 0.95 0.94 1.00 0.99 1,24 1,20 

6   PROGRAM PENINGKATAN 

DISIPLIN APARATUR 

1
4
5

.8
0

0
.0

0
0
 

 

4
2
,4

0
0

,0
0
0
 

2
,4

0
7
,4

3
7

,3
5
0
 

1
8
9

,2
9

5
,0

0
0
 

- 

1
4
5
.8

0
0
.0

0
0
 

 

4
0
,9

7
5

,0
0
0
 

2
,2

7
3
,4

1
5

,4
0
0
 

1
6
4

,6
2

4
,8

0
0
 

- 

1,00 0.97 0.94 0.87 - 54,76 53,45 

7   PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR 

1
0
4

.9
0

0
.0

0
0
 

 

1
0
4

,8
2

0
,0

0
0
 

1
7
8

,7
8

1
,0

0
0
 

5
0
,3

8
9

,2
0
0
 

- 1
0
4
.9

0
0
.0

0
0
 

 

1
0
4

,7
1

9
,4

1
6
 

1
4
3

,7
1

4
,0

0
0
 

5
0
,1

9
0

,7
8
0
 

- 

1,00 1.00 0.80 1.00 - 0,47 0,15 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

8   PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN 

1
4
.3

2
0

.0
0
0
 

1
0
,8

4
6

,0
0
0
 

1
2
,0

0
8

,0
0
0
 

5
,0

5
0
,0

0
0
 

- 1
4
.3

2
0

.0
0
0
 

1
0
,8

4
2

,0
0
0
 

1
2
,0

0
6

,0
0
0
 

4
,3

0
0
,0

0
0
 

- 

1,00 1.00 1.00 0.85 - (0,33) (0,35) 

BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 

1   
PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN  - - 

         

4
0
7

,8
0

1
,3

0
0

  

-  - - 

       

3
4
2

,0
9

7
,4

2
2

  

-  
- - 0.84 - 

1,00 
1,00 

2   

PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

 - - 

            

7
7
,0

3
2

,5
0
0

  

-  - - 

          

6
0
,2

2
8

,9
8
3

  

-  
- - 0.78 - 1,00 1,00 

3   
PROGRAM PENINGKATAN 

DISIPLIN APARATUR  - - 

     

1
3
,7

5
0

,0
0
0

.0
0

  

-  - - 

  1
0
,6

9
0

,0
0
0

.0
0

  

-  
- - 0.78 - 1,00 1,00 

4   

PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR  

 - - 

     

2
8
,3

1
4

,8
0
0

.0
0

  

-  - - 

  2
5
,1

8
6

,0
0
0

.0
0

  

-  
- - 0.89 - 1,00 1,00 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

5   

PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN  

 - - 

        

5
,3

9
4
,0

0
0

.0
0
  

-  - - 

     

4
,7

0
0
,0

0
0

.0
0
  

-  
- - 0.87 - 1,00 1,00 

6   

PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

 - - 

     

4
1
,9

8
0

,4
0
0

.0
0

  

-  - - 

  2
8
,6

5
8

,0
0
0

.0
0

  

  

 

- - 0.68 - 1,00 1,00 

7   
PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN APARATUR  - - 

     

9
2
,7

3
2

,0
0
0

.0
0

  

-  - - 

  8
1
,3

8
6

,9
0
0

.0
0

  

- 

 - - 0.88 - 1,00 1,00 

1 

  

PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

 - - - 

           

4
1
,5

9
0

,0
0
0

  

 - - - 

           

3
1
,4

7
0

,0
0
0

  

 
- - - 0.76 1,00 1,00 

2 

  

PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN APARATUR  - - - 

           

4
4
,6

2
0

,0
0
0

  

 - - - 

           

4
4
,6

2
0

,0
0
0

  

 
- - - 1.00 1,00 1,00 

3 

  

PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN  - - - 

        

3
8
9

,6
0

2
,0

0
0

  

 - - - 

        

3
4
5

,3
8

1
,2

6
3

  

 
- - - 0.89 1,00 1,00 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 

  

PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

 - - - 

           

7
5
,2

7
0

,0
0
0

  

 - - - 

           

6
3
,3

0
2

,0
6
4

  

 
- - - 0.84 1,00 1,00 

5 

  

PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN  

 - - - 

           

1
8
,7

9
7

,0
0
0

  

 - - - 

           

1
4
,4

8
2

,0
0
0

  

 
- - - 0.77 1,00 1,00 

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 

        
            

1. 

  

PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN        -         -         -    

  

1
2
8

,3
8

6
,9

0
0

  

 

     -    

     -    

     -    

   
9

4
,3

5
2

,0
0
8

  

 

- - - 0.73 
1,00 

1,00 

2. 

  

PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR        -         -         -    

    

7
1
,6

4
0

,0
0
0

  

 

     -    

     -    

     -    

   
6

8
,2

9
2

,2
7
3

  

 

- - - 0.95 1,00 1,00 

3. 

  

PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

BARANG DAERAH  

 - - -   

1
7
5

,1
2

8
,5

0
0

  

 - - -   
1

6
9

,3
6

8
,8

5
8

  

 

- - - 0.97 1,00 1,00 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4. 

  

PROGRAM PENINGKATAN 

PELAKSANAAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA 

 - - - -  - - - - 

 

- - - - - - 

                    

BAGIAN ORGANISASI 

1   Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

             
1

8
6

.0
7

0
.0

0
0
 

1
6
5

,9
6

0
,0

0
0
 

2
3
6

,4
9

5
,8

0
0
 

2
7
8

,3
2

7
,7

0
0
 

4
6
6

,0
6

3
,4

0
0
 

1
8
1

.3
7

1
.0

2
7
 

1
4
2

,4
8

5
,1

9
4
 

2
1
2

,7
7

7
,6

1
4
 

2
2
2

,1
4

6
,0

1
8
 

4
3
1

,8
9

2
,0

1
3
 

0,97 
0.86 0.90 0.80 0.93 

0,66 
0,56 

2   Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

              
4

0
.3

4
0

.0
0
0
 

4
9
,9

4
0

,0
0
0
 

5
1
,2

4
0

,0
0
0
 

4
7
,9

4
0

,0
0
0
 

6
0
,6

0
7

,5
0
0
 

3
3
.2

3
5

.0
6
8
 

4
1
,8

8
0

,9
0
2
 

4
2
,3

6
5

,3
0
9
 

4
7
,9

1
4

,1
8
6
 

5
8
,5

3
5

,1
9
2
 

0,82 0.84 0.83 1.00 0.97 0,27 0,46 

3   Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

- 

2
,2

0
0
,0

0
0
 

6
,6

0
0
,0

0
0
 

1
1
,0

5
0

,0
0

0
 

- - 

2
,2

0
0
,0

0
0
 

6
,6

0
0
,0

0
0
 

1
1
,0

5
0

,0
0
0
 

- 

- 1.00 1.00 1.00 - 2,67 2,17 

4   Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

              
2

4
.4

9
0

.0
0
0
 

2
2
,8

0
0

,0
0
0
 

1
7
,9

1
1

,2
0
0
 

1
9
,7

8
4

,8
0
0
 

- 

2
4
.2

6
2

.0
0
0
 

1
3
,5

1
5

,7
5
0
 

2
,7

5
0
,0

0
0
 

5
,7

3
2
,0

0
0
 

- 

0,99 0.59 0.15 0.29 - (0,25) (0,88) 
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NO NAMA PROGRAM / ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN 
ANGGARAN TAHUN 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGG
ARAN 

REAL
ISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

5   Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

1
0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

8
0
,0

0
0

,0
0
0
 

2
3
4

,4
6

4
,4

0
0
 

9
3
,0

0
7

,0
0
0
 

1
0
7

,1
7

0
,6

0
0
 

9
8
.7

6
4

.5
0
0
 

5
6
,6

7
8

,1
5
0
 

5
4
,4

3
8

,6
0
0
 

3
7
,9

6
8

,7
3
5
 

7
4
,3

7
3

,9
1
8
 

0,94 0.71 0.23 0.41 0.69 1,13 (0,53) 

6   Program Penataan Kelembagaan 
dan Ketatalaksanaan serta 
Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan 

4
0
5

.0
0

0
.0

0
0
 

3
6
3

,5
0

0
,0

0
0
 

4
9
6

,5
0

0
,4

0
0
 

4
1
5

,1
8

0
,6

0
0
 

2
5
9

,0
8

1
,5

0
0
 

3
0
1

.4
1

6
.0

0
0
 

2
7
0

,4
4

1
,0

5
0
 

4
1
8

,6
6

8
,5

9
3
 

1
8
8

,0
4

5
,7

3
7
 

1
8
2

,7
4

9
,0

1
6
 

0,74 0.74 0.84 0.45 0.71 0,01 (0,11) 

7   Program Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Masyarakat 

1
4
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
8
5

,0
0

0
,0

0
0
 

3
0
8

,8
2

3
,8

0
0
 

1
8
1

,5
0

2
,5

0
0
 

1
6
7

,9
9

2
,4

0
0
 

1
3
9

.5
9

6
.4

5
0
 

1
4
9

,0
0

6
,4

0
0
 

2
2
6

,9
6

1
,6

9
5
 

1
3
3

,5
6

8
,2

9
0
 

1
1
3

,7
8

9
,1

0
0
 

1,00 0.81 0.73 0.74 0.68 0,56 0,14 

8   Program Peningkatan Kapasitas 
Kinerja Kelembagaan 

1
5
0

.0
0

0
.0

0
0
 

1
9
5

,0
0

0
,0

0
0
 

2
7
5

,4
6

4
,4

0
0
 

2
7
9

,1
6

2
,0

0
0
 

1
6
1

,4
7

5
,0

0
0
 

1
4
9

.8
9

4
.9

5
0
 

1
7
3

,0
6

1
,2

4
6
 

2
6
0

,0
8

9
,7

8
9
 

1
7
2

,7
4

3
,4

0
0
 

1
3
6

,3
2

4
,6

8
9
 

1,00 0.89 0.94 0.62 0.84 0,62 0,27 

                    

Keterangan : - terdapat 19 Program di 8 Bagian yang rasio pertumbuhannya menurun. Hal ini salah satunya disebabkan adanya perubahan  

nomenklatur program.  

- Sebagian besar program yang mengalami rasio pertumbuhan menurun adalah program-program yang bersifat operasional 

perkantoran 

- (-) artinya tidak ada anggaran pada tahun tersebut.  
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2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat  

  Daerah 

 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung 

pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa 

organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang 

senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap 

lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap 

lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan 

eksternal. Analisis di lingkungan internal adalah untuk mengidentifikasi 

kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan analisis di 

lingkungan eksternal adalah untuk mengidentifikasi peluang (opportunity) dan 

tantangan (threatened) yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun 

waktu 5 tahun mendatang.  

Beberapa kekuatan yang menjadi kemungkinan keberhasilan 

Sekretariat Daerah dalam pencapaian kinerja pada 5 tahun mendatang, 

sebagai berikut : 

1. Adanya regulasi, mulai dari tingkat pusat (UU, PP, Permen) hingga 

peraturan di tingkat daerah (Perda dan Perbup) yang mengatur mengenai 

mekanisme dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan.  

2. Adanya sumber daya manusia, baik PNS maupun non-PNS yang secara 

nyata mampu dimaksimalkan perannya dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi, sehingga target kinerja dapat tercapai.  

3. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, meskipun ada 

juga yang mengalami rasio pertumbuhan negatif (ada 19 program di 8 

Bagian).  

4. Keberadaan Renstra Setda sebagai acuan, pedoman dan rujukan guna 

penyusunan program dan/kegiatan tahunan yang dituangkan dalam 

Renja dan RKA.  
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Sekretariat Daerah 

 

Sebagaimana amanat pasal 29 PP Nomor 18 tahun 2016, 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam 

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap tugas 

perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun fungsi Sekretariat 

Daerah, sebagai berikut : 

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan 

tugas dan fungsinya.   

Selanjutnya, untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretaris Daerah 

yang didasarkan pada beban kerja, maka sebagaimana hasil pemetaan 

intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah di Kabupaten 

Lumajang pada tahun 2016 yang dituangkan dalam Surat Menteri Dalam 

Negeri No : 100/2948/SJ tgl 8 Agustus 2016 diketahui bahwa skor untuk 

urusan Sekretariat Daerah adalah 950 (menduduki peringkat ke-5, setelah 

Keuangan, Kepemudaan dan Olahraga, Lingkungan Hidup dan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil), sehingga Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang dikategorikan pada tipe A. 

  Tindaklanjut atas hasil pemetaan tersebut diatas dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 tahun 2016 juncto Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 57 tahun 2016, dimana untuk Sekretariat Daerah 

terdiri dari 9 Bagian, yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian 

Administrasi Kesra, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, 

Bagian Administrasi ESDA dan Perekonomian, Bagian Organisasi, Bagian 

Umum, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Keuangan dan 

Kepegawaian. Namun, di tahun 2018 terjadi penambahan jumlah Bagian, 

seiring dengan Rencana Aksi Daerah – Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (RAD-PPK) dari KPK, dimana Pemerintah Kabupaten Lumajang 
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disarankan untuk membentuk kelembagaan mandiri yang menangani 

pengadaan barang / jasa pemerintah, sehingga dibentuklah Bagian Layanan 

Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah yang dituangkan 

dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 tahun 2018 yang diubah terakhir 

kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 tahun 2018.  

Berdasarkan laporan dokumen survei kepuasan masyarakat tahun 

2018, diketahui bahwa dari 10 Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat 

Daerah, jika dibandingkan dengan tahun 2017, secara keseluruhan seluruh 

Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah mengalami kenaikan nilai survei 

kepuasan masyarakat. Hal ini tampak dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.1. 

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Daerah 

No Unit Kerja 
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 

2017 2018 

1.  Bagian Administrasi 

Pemerintahan 

71,50 84,41 

2. Bagian Hukum 72,15 77,35 

3. Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat 

78,95 89,17 

4. Bagian Administrasi Energi 

SDA dan Perekonomian 

71,15 86,30 

5. Bagian Administrasi 

Pembangunan 

69,75 71,10 

6. Bagian Layanan Pengadaan 

Barang / Jasa 

- - 

7. Bagian Organisasi 79,75 79,75 

8. Bagian Umum 70,05 80,66 

9. Bagian Humas dan Protokol 73,15 - 

10. Bagian Keuangan dan 

Kepegawaian 

68,25 81,95 

Rata-Rata Nilai IKM 72,74 81,33 

 

Data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai hasil 

survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah masih 

belum mencapai kategori "Sangat Baik". Hal ini dikarenakan bahwa untuk 
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mendapatkan kategori "Sangat Baik" setidak-tidaknya memperoleh nilai 88,31 

sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nom0]or 14 tahun 

2017. Oleh karena itu, pelayanan Sekretariat Daerah terhadap masyarakat, 

baik yang bersifat internal customer (di lingkup Sekretariat Daerah dan/atau 

kepada OPD) dan external customer (masyarakat Lumajang) harus 

ditingkatkan secara keseluruhan.  

Terkait dengan penilaian SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah, 

hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam 2 tahun 

berturut-turut, yakni 2017 dan 2018, Sekretariat Daerah telah mencapai nilai 

89,84 di tahun 2017 dan 85,28 di tahun 2018. Namun, hal ini tidak diikuti oleh 

OPD lainnya, karena masih terdapat OPD di lingkungan Pemkab Lumajang 

yang nilainya masih dibawah 70,01 (kategori BB). Hal ini tampak pada tabel 

rekapitulasi jumlah OPD yang nilai SAKIP-nya masih dibawah 70, sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.2. 

Nilai SAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang 

No 
Kategori 

SAKIP 

Jumlah OPD 

Di tahun 2017 Di tahun 2018 

1. B 12 20 

2. CC 12 2 

3. C 12 6 

4. D - 1 

Jumlah 36 29 

  

Berdasarakan data tersebut diatas, maka Sekretariat Daerah, 

melalui Bagian Organisasi yang menjadi salah satu pilar implementasi 

SAKIP, selain Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda), tentunya masih memiliki pekerjaan rumah (PR) agar seluruh OPD 

yang di lingkungan Pemkab Lumajang, setidak-tidaknya minimal berkategori 

BB (nilai SAKIP minimal 70,01). Oleh karena itu diperlukan sinergi diantara 3 

pilar SAKIP tersebut dalam memfasilitasi atau melakukan pendampingan 

SAKIP di OPD.  

 Hasil pemetaan atas 2 permasalahan pelayanan Sekretariat 

Daerah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang kiranya tampak pada tabel 

3.3. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah dibawah ini 
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Tabel 3.3. 

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1. Kurang optimalnya pelayanan 

Sekretariat Daerah terhadap OPD 

selaku internal customer serta 

pelayanan kepada masyarakat 

selaku external customer yang 

ditandai dengan rata-rata nilai 

IKM Sekretariat Daerah masih 

berkategori “Baik”, yakni nilai 

81,33 

Pelaksanaan penyerapan anggaran tidak 

maksimal 

Pejabat Pengelola keuangan dan PPTK belum 

sepenuhnya memahami penatausahaan 

keuangan daerah 

  TMT (terhitung masuk tanggal) berlakunya 

SK Pensiun tidak tepat waktu dan cenderung 

berlaku surut 

Proses pengurusan kepegawaian lingkup setda 

belum tepat waktu, misalnya kenaikan pangkat, 

Usul Pensiun, Usul Cuti Pegawai 

  Banyaknya kegiatan pemerintahan dan hasil 

pembangunan yang belum diketahui 

masyarakat karena belum terinformasikan 

Belum optimalnya penyebarluasan informasi 

mengenai kegiatan pemerintahan dan hasil-hasil 

pembangunan kepada masyarakat oleh Pemkab 
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kepada masyarakat Lumajang 

  Belum optimalnya kesesuaian antara 

kegiatan pimpinan dengan aturan 

keprotokolan 

Kurang adanya pemahaman pada pelaksana 

kegiatan mengenai tata laksana kegiatan 

pimpinan 

  Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan 

publik terkait Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa masih rendah 

Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) 

secara kelembagaan mandiri masih terhitung 

baru, sehingga perlu adanya peningkatan 

kapasitas 

  Kurang optimalnya Pelayanan Administrasi 

Pembangunan 

Kurang sesuainya dengan ketentuan Pengelolaan 

Data Administrasi Pembangunan dari OPD 

  Capaian Standar Pelayanan Minimal OPD di 

Kabupaten Lumajang belum Optimal 

Orientasi OPD di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang masih terpaku pada 

penyerapan anggaran, bukan pada capaian 

kinerja 

  Indeks Kepuasan terhadap pelayanan bidang 

perekonomian masih kurang 

Kurang optimalnya pelayanan informasi bidang 

energi dan sumber daya alam, data 

perekonomian, penanaman modal dan investasi 

  Adanya kegiatan  yang berasal dari usulan 

masyarakat atau kegaiatan yang sifatnya 

Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan 

melibatkan masyarakat umum atau lembaga 
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insidentil yang melibatkan banyak pihak serta 

jumlah massa yang banyak 

kemasyarakatan yang masih awam dalam 

bekerjasama dengan pemerintah 

  Kurangnya Kepatuhan terhadap Prosedur 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan Kurangnya Kesadaran Hukum 

Masyarakat 

Kurangnya Pemahaman Prosedur Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum 

  masih seringnya terjadi kesalahpahaman 

(misinfomasi) dalam menterjemahkan 

kebutuhan yang disampaikan oleh Kepala 

Daerah / Wakil Kepala Daerah 

Kurang rincinya informasi yang disampaikan oleh 

pihak/penyelenggara kegiatan 

2 Belum optimalnya 

penyelenggaraan reformasi 

birokrasi dan kapasitas Aparatur 

Daerah, dimana masih ditandai 

dengan masih adanya OPD yang 

kategori SAKIP-nya dibawah 

“BB”, yaitu 29 OPD.  

Kurangnya sinergitas perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring 

Kurangnya koordinasi antar OPD maupun 

kurangnya koordinasi Sekretariat Daerah dengan 

OPD 
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3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lumajang  

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 

tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2018 - 2023, visi Bupati 

dan Wakil Bupati Lumajang adalah : TERWUJUDNYA MASYARAKAT 

LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT. 

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskanlah 3 

(tiga) misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dijalankan, sebagai 

berikut: 

1. mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada pertanian, usaha 

mikro dan pariwisata ;  

2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih 

sejahtera dan mandiri ; dan  

3. reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and 

clean goverance).  

Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah 

adalah misi ketiga, yaitu : “reformasi birokrasi yang efektif, profesional, 

akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 

benar, dan bersih (good and clean goverance)”. Hal ini karena Sekretariat 

Daerah sebagaimana penjelasan pasal demi pasal di pasal 209 ayat (1) huruf 

a adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi 

perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta 

fungsi pendukung lainnya.  

Pelaksanaan fungsi dimaksud tidak serta merta terlaksana dengan 

baik. Hal ini sebagaimana pemetaan yang dilakukan pada tabel 3.1. 

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah, dimana masalah pokok yang ada di Sekretariat 

Daerah, yakni berupa masih kurang optimalnya pemberian pelayanan kepada 

masyarakat maupun kepada OPD, termasuk kapasitas aparatur dalam 

mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan.  

Berdasarkan 2 masalah pokok diatas, maka dilakukakanlah 

pemetaan atas beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam 

pelayanan Sekretariat Daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil 

Bupati. Pemetaan dilakukan dengan pendekatan 5 M + 1 E, yaitu Man 

(Manusia), Methods (Metode), Machines (Peralatan), Materials (Bahan Baku), 

Money (Anggaran) dan Enviromental (Lingkungan), sebagai berikut : 
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1. Faktor penghambat 

a. Man (Manusia) 

1) Kurangnya pemahaman SDM aparatur terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja, misalnya dalam hal 

penatausahaan administrasi, keuangan dan barang daerah.  

2) Kurangnya pemenuhan jumlah SDM aparatur berdasarkan hasil 

analisa jabatan dan peta jabatan yang telah disusun oleh tiap-tiap 

Bagian.  

b. Methods (Metode) 

1) Cara yang digunakan masih bersifat konvensional, artinya masih 

belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini 

sedang berkembang, termasuk belum terintegrasinya sistem di 

lingkungan Sekretariat Daerah.  

2) Seringnya terjadi perubahan regulasi, baik di tingkat pusat hingga di 

tingkat Daerah, sehingga membutuhkan waktu untuk pemahaman 

dan pelaksanaannya. 

c. Materials (Bahan Baku) 

1) Dokumen perencanaan antar Bagian masih belum terpadu, artinya 

masih berjalan sendiri-sendiri.  

d. Machines (Peralatan) 

1) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung aktifitas 

kegiatan. 

e. Money (Anggaran) 

1) Keterbatasan anggaran pemerintah yang disediakan guna 

pelaksanaan kegiatan 

f. Enviromental (Lingkungan) 

1) Masih sering muncul ego sektoral di lingkungan Sekretariat Daerah, 

artinya masih belum terpadu. 

2. Faktor pendorong 

a. Man (Manusia) 

1) Saat ini, rata-rata SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah 

berkualifikasi pendidikan tinggi 

b. Methods (Metode) 

1) Telah disosialisasikan tata cara penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur)  
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2) Telah ada kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan regulasi yang 

berlaku, sehingga ada pemahaman di lingkungan Sekretariat 

Daerah.  

c. Materials (Bahan Baku) 

1) Saat ini mekanisme penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat 

Daerah dilakukan secara terpadu 

d. Machines (Peralatan) 

1) sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan 

aktifitas / kegiatan dalam kondisi cukup baik.  

2) Keberadaan dan pelaksanaan aplikasi siPerlu bagi PNS maupun 

non-PNS di lingkungan Sekretariat Daerah mendukung peningkatan 

disiplin dan kinerja PNS maupun non-PNS.  

e. Money (Anggaran) 

1) Adanya tambahan penghasilan bagi PNS (TPP) menunjang 

kesejahteraan dan kinerja PNS. 

2) Adanya peningkatan upah tenaga kerja bulanan setara dengan 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) menunjang kesejahteraan dan 

kinerja pegawai non-PNS.  

f. Enviromental (Lingkungan) 

1) Pola kepemimpinan dengan tagline “cag ceg” mengubah dan 

menumbuhkan pola dan ritme kerja di lingkungan Sekretariat 

Daerah dalam mengikuti pola dan ritme Bupati / Wakil Bupati.  

2) Kondusifitas lingkungan kerja.  

 

3. 3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Prov. Jawa Timur 

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang 

merupakan unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi 

perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta 

fungsi pendukung lainnya, tentunya diantara 34 Kementerian dan 27 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka Sekretariat Daerah tentunya 

selaras dengan Kementerian Dalam Negeri.   

Adapun sasaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019 dapat 

dilihat pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. 

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019 

Sasaran Indikator Sasaran 

Target 

2015 

(awal) 

2019 

(akhir) 

1 2 3 4 5 

1 Terpeliharanya 

persatuan dan 

kesatuan bangsa 

1 Jumlah peristiwa konflik 

sosial 

≤ 83 

peristi

wa 

≤ 83 

peristiw

a 

2 Terpeliharanya 

stabilitas politik 

dalam negeri 

dalam rangka 

mewujudkan 

demokrasi yang 

berkualitas 

1 Persentase partisipasi politik 

masyarakat saat Pemilu dan 

Pilkada 

73,2% 77,5% 

2 Persentase peristiwa konflik 

berlatar belakang Pemilu 

dan Pilkada 

55% 80% 

3 Meningkatnya 

kualitas 

pelaksanaan 

otonomi daerah 

untuk mencapai 

kesejahteraan 

masyarakat dan 

mendorong 

pertumbuhan 

ekonomi daerah 

1 Tingkat kualitas tata kelola 

Pemda sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

< 10% < 10% 

2 Persentase kinerja 

(maksimal) pemerintahan 

daerah pada daerah otonom 

baru 

20% 70% 

3 Jumlah Perda bermasalah 350 

Perda 

50 

Perda 

4 Persentase kelembagaan 

organisasi perangkat daerah 

yang ideal 

45% 70% 

5 Persentase Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, 

serta pimpinan dan anggota 

DPRD memiliki kapasitas 

manajemen dan 

kepemimpinan daerah 

30% 70% 

4 Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik 

dalam 

penyelenggaraan 

pembangunan 

daerah 

1 Persentase penerapan SPM 

di Daerah (prov/kab/kota) 

75% 90% 

2 Persentase daerah yang 

memenuhi pelayanan Dasar 

- 60% 

3 Jumlah daerah yang 

memiliki PTSP yang Prima 

34 

Prov. 

34 

Prov. 

dan 204 

Kab / 

kota 

4 Penyediaan layanan dasar 20% 60% 
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bidang ketentraman dan 

ketertiban umum sesuai 

SPM 

5 Penyediaan layanan dasar 

bidang penanggulangan 

bencana dan bahaya 

kebakaran sesuai SPM 

10% 50% 

6 Persentase pemerintah 

daerah 

yang menerapkan inovasi 

dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pemberdayaan 

masyarakat dan pelayanan 

publik 

100% 

Prov. 

dan 

5% 

Kab / 

Kota 

100% 

Prov. 

dan 

30% 

Kab / 

Kota 

5 Persentase 

pemerintah 

daerah yang 

menerapkan 

inovasi dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pelayanan publik 

1 Persentase kinerja peran 

Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah 

 

50% 

berkin

erja 

baik 

70% 

berkiner

ja baik 

6 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

yang partisipatif, 

transparan, 

efektif, efisien, 

akuntabel dan 

kompetitif 

 

1 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

daerah yang partisipatif, 

transparan, efektif, efisien, 

akuntabel dan kompetitif  

15% 25% 

2 Jumlah Provinsi/Kab/Kota 

yang menetapkan Perda 

tentang APBD Provinsi / Kab 

/ Kota yang tepat waktu 

30 

Prov. 

dan 

250 

Kab / 

Kota 

30 

Prov. 

dan 300 

Kab / 

Kota 

3 Jumlah prov/Kab/Kota yang 

menetapkan Perda 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang 

disahkan secara tepat waktu 

30 

Prov. 

dan 

250 

Kab / 

Kota 

30 

Prov. 

dan 300 

Kab / 

Kota 

4 Jumlah pemda yang 

menerapkan akuntansi 

berbasis akrual 

30 

Prov. 

dan 

250 

Kab / 

30 

Prov. 

dan 300 

Kab / 

Kota 
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Kota 

7 Meningkatnya 

kualitas dan 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

desa dalam 

pelayanan 

masyarakat 

1 Jumlah desa dengan tata 

kelola pemerintahan desa 

yang baik 

5.000 

desa 

40.000 

desa 

2 Jumlah desa dengan tata 

kelola keuangan dan aset 

yang efektif, transparan dan 

akuntabel 

5.000 

desa 

40.000 

desa 

3 Jumlah desa swasembada 2.000 

desa 

10.000 

desa 

8 Meningkatnya 

kualitas database 

kependudukan 

nasional sebagai 

dasar penerbitan 

dokumen 

kependudukan 

1 Peningkatkan kualitas 

pelayanan kependudukan 

dan pencatatan sipil dengan 

database kependudukan 

nasional yang akurat 

34 

Prov. 

dan 

514 

Kab / 

Kota 

34 

Prov. 

dan 514 

Kab / 

Kota 

2 Persentase anak yang 

memiliki akta kelahiran 

75% 85% 

9 Meningkatnya 

pendayagunaan 

database 

kependudukan 

nasional bagi 

pelayanan publik 

dan kepentingan 

pembangunan 

nasional 

1 Peningkatan pemanfaatan 

NIK, Database 

Kependudukan dan KTP-el 

oleh lembaga pengguna 

Pusat 

 

21 

lemba

ga 

40 

lembag

a 

2 Penyediaan DP4 untuk 

mendukung 

penyelenggaraan Pemilu / 

Pemilukada Serentak 

269 

daerah 

541 

daerah 

10 Meningkatnya 

kapasitas dan 

profesionalisme 

aparatur bidang 

pemerintahan 

dalam negeri 

 

1 Persentase lulusan IPDN 

dengan nilai baik yang siap 

menjadi kader pelopor 

revolusi mental 

50% 85% 

2 Persentase tingkat 

kepuasan stakeholders 

terhadap Etos Kerja Alumni 

65% 85% 

3 Peningkatan kompetensi 

aparatur Kemendagri dan 

Pemda melalui 

pengembangan kapasitas 

SDM 

30% 80% 

11 Meningkatnya 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan 

Kementerian 

Dalam Negeri 

1 Opini BPK atas Laporan 

Keuangan Kemendagri 

WTP WTP 

2 Nilai Penegakan Integritas - 

Bebas Korupsi Kemendagri 

dan Pemerintah Daerah 

B (75) B (85) 

12 Meningkatnya 1 Akuntabilitas kinerja Lapkin Lapkin 



 

60 

 

kinerja dalam 

mendukung 

Reformasi 

Birokrasi 

Kemendagri A A 

2 Indeks reformasi birokrasi 

Kemendagri 

B A 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 12 

sasaran strategis dengan 33 indikator kinerja sasaran strategis tidak ada 

keterkaitan langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang sebagaimana tugas dan fungsinya, namun ada beberapa indikator 

kinerja sasaran strategis Renstra Kemendagri yang mirip dengan dengan 

indikator kinerja sasaran strategis / indikator kinerja program / indicator 

kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, yaitu : 

1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat Pemilu selaras dengan 

indikator kinerja kegiatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan ;  

2. Tingkat kualitas tata kelola Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan Persentase penerapan SPM di Daerah 

(prov/kab/kota) selaras dengan indikator kinerja sasaran strategis 

Sekretariat Daerah dan indikator kinerja kegiatan pada Bagian 

Administrasi Pemerintahan ;  

3. Jumlah Perda bermasalah selaras dengan indikator kinerja program pada 

Bagian Hukum, dimana Bagian Hukum memiliki indicator kinerja program, 

yaitu persentase peningkatan produk hukum yang selaras dengan produk 

hukum yang lebih tinggi ;  

4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal selaras 

dengan indikator kinerja kegiatan pada Bagian Organisasi ;  

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 

2014 – 2019, dimana isu strategis yang diangkat oleh Provinsi Jawa Timur 

pada periode tersebut adalah pertumbuhan ekonomi inklusif dan disparitas 

wilayah, serta sinergitas kebijakan antar wilayah, maka tentunya yang selaras 

dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, yakni mengenai sinergitas 

kebijakan antar wilayah pada sub isu strategis mengenai disharmoni aturan, 

kebijakan serta penerapannya yang diampu oleh Bagian Hukum dengan 

indikator kinerja programnya, yaitu persentase peningkatan produk hukum 

yang selaras dengan ketentuan lebih tinggi. 
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3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Visi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Lumajang 

yakni Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Terpadu, Produktif Dan 

Seimbang memiliki keterkaitan dengan fungsi pada Bagian Administrasi 

Pemerintahan dan Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan 

Perekonomian.  

Kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Lumajang terdiri dari 

11 sasaran yang hendak dicapai, yaitu : 

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 

2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang 

Baik, serta Meningkatkan Pertahanan Pangan Berkelanjutan 

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan 

Seluruh Penduduk Semua Usia 

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta 

Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 

6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang 

Berkelanjutan 

7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, 

Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang 

Layak untuk Semua 

8. Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara 

9. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan 

Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan 

Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan 

Kehilangan Keanekaragaman Hayati 

10. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan 

Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan 

Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua 

Tingkatan 

11. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global 

untuk Pembangunan Berkelanjutan 

Dari 11 sasaran sebagaimana dimaksud, maka yang memiliki 

keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah poin 

nomor 10, yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk 

Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, 
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dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di 

Semua Tingkatan. Hal ini dikarenakan salah unsur staf di lingkup Sekretariat 

Daerah yang menangani tentang “…membangun kelembagaan yang efektif, 

akuntabel dan inklusif di semua tingkatan…” adalah Bagian Organisasi.  

 

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan uraian sebagaimana 3.1. s.d 3.4., maka isu strategis 

yang ditentukan sebagai intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan 

yang telah disampaikan sebelumnya di lingkungan Sekretariat Daerah tidak 

akan jauh dari sasaran strategis Bupati / Wakil Bupati, dimana isu strategis 

terkait dengan 2 (dua) masalah utama yang menjadi tujuan dibentuknya OPD 

Sekretariat Daerah, yaitu : 

1. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Sekretariat 

Daerah dikarenakan masih belum mencapai nilai minimal agar dapat 

dikategorikan "Sangat Baik" sebagaimana amanat Peraturan Menteri 

PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017.   

2. Meningkatkan peran Sekretariat Daerah sebagai salah satu pilar SAKIP 

agar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Lumajang dapat terfasilitasi 

dalam pendampingan SAKIP, sehingga setidak-tidaknya seluruh OPD 

mendapatkan kategori BB (minimal nilai 70,01) berdasarkan hasil 

evaluasi SAKIP OPD dari Inspektorat.  
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Menurut kamus besar bahas Indonesia, arti kata tujuan adalah 1) 

arah; haluan (jurusan) ; 2) yang dituju ; maksud ; tuntutan (yang dituntut), 

sehingga jika dikatikan dengan tujuan jangka menengah adalah sesuatu yang 

dituju atau yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 

menengah (5 tahunan).  

Sedangkan arti kata sasaran, menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah 1) bulan-bulanan ; yang disasarkan; hasil menyasar; 2) 

sesuatu yang menjadi tujuan (yang dikritik, dimarahi dan sebagainya).  

Agar tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran Bupati dan Wakil Bupati 

Lumajang terpilih 2018 – 2023, kiranya diperlukan penyelarasan atas hal 

dimaksud. Adapun langkah yang ditempuh oleh Sekretariat Daerah dalam 

menselaraskan, yakni dengan “mencuplik” atau “mengambil” secara leterr lux 

antara beberapa sasaran strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018 – 

2023 yang telah diundangkan dengan Perda No. 1 tahun 2019 sebagai tujuan 

Sekretariat Daerah.  

Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018 – 2023 yang 

“dicuplik” atau “diambil” sebagai tujuan Sekretariat Daerah sebagaimana 

dimaksud diatas ada 2, yaitu sasaran ke-24 (Meningkatnya kepuasan 

masyarakat), dan sasaran ke-30 (meningkatnya nilai SAKIP). “Pencuplikan” 

atau “pengambilan” diatas disesuaikan dengan tugas Sekretariat Daerah, 

yakni membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian 

administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta 

pelayanan administrative. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa core 

business Sekretariat Daerah adalah pelayanan administratif di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang, berupa perumusan kebijakan dan 

koordinasi administratif perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah.  
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Tabel 4.1  

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah 

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Meningkatnya 

kepuasan 

masyarakat 

 Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

86 87 88 89 90 

         

a.  Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

yang baik 

Nilai LPPD  

 

3.07 3.072 3.074 3.076 3.078 

b.  Meningkatnya 

kualitas pelayanan di 

bidang hukum 

Nilai IKM di bidang hukum 86 87 88 89 90 

c.  Meningkatnya 

Fasilitasi Kegiatan 

Administrasi 

Kesejahteraan 

Rakyat  

Persentase Fasilitasi 

Kegiatan Keagamaan 

kemasyarakatan 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

d.  Peningkatan 

kepuasan 

masyarakat di bidang 

perekonomian 

indeks kepuasan 

masyarakat di bidang 

perekonomian 

86 87 88 89 90 

e.  Peningkatan 

penyelenggaraan 

administrasi 

pembangunan yang 

baik dan benar 

1. Persentase OPD yang 

melaporkan hasil 

pembangunan tepat 

waktu dan sesuai 

ketentuan 

2. Persentase OPD yang 

menyusun pemetaan 

RUP tepat waktu 

92% 

 

 

 

 

80% 

94% 

 

 

 

 

85% 

96% 

 

 

 

 

90% 

 

98% 

 

 

 

 

95% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

f.  Meningkatnya 

kualitas Peayanan 

Publik terkait 

Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat pada 

Pelayanan Pengadaan 

Barang /Jasa 

86 87 88 89 90 
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No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

g.  Meningkatnya Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat di bidang 

kehumasan dan 

keprotokolan 

1. Indeks Kepuasan 

Masyarakat di Bidang 

Kehumasan 

2. Indeks Kepuasan 

Masyarakat di Bidang 

Keprotokolan 

86 

 

 

86 

87 

 

 

87 

 

88 

 

 

88 

 

89 

 

 

89 

90 

 

 

90 

h.  Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Dinas Pejabat & 

Rumah Tangga 

Kepala Daerah / 

Wakil Kepala Daerah 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) di 

bidang kerumahtanggaan 

85 86 87 88 89 

i.  Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

keuangan dan 

kepegawaian 

1. Nilai IKM di bidang 

pelayanan 

kepegawaian di 

lingkungan Setda 

2. Nilai IKM di bidang 

86 

 

 

 

86 

87 

 

 

 

87 

88 

 

 

 

88 

89 

 

 

 

89 

90 

 

 

 

90 
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No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

pelayanan keuangan di 

lingkungan Setda 

 

2 Meningkatnya 

nilai SAKIP 

 Nilai SAKIP B B BB BB A 

a.  Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah 

Persentase Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

yang difasilitasi penerapan 

/ implementasi SAKIP-nya 

100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber : diolah dari data yang dikirimkan oleh Bagian di lingkungan Setda. Terdiri atas 2 tujuan, 10 sasaran strategis dengan 13 indikator sasaran.   
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5. 1. Strategi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata strategi adalah 1) 

ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa (-bangsa) untuk 

melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; 2) ilmu dan 

seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam 

kondisi yang menguntungkan ; 3) rencana cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus; 4) tempat yang baik menurut siasat perang.  

Berdasarkan hal dimaksud, maka dapat dirumuskan bahwa strategi 

untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Sekretariat 

Daerah adalah ilmu dan seni yang direncanakan secara cermat untuk 

mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada, 

baik berupa personil, anggaran, peralatan dan dokumen.  

Strategi diperlukan untuk memperjelas langkah-langkah apa yang 

hendak dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, sekaligus sebagai pedoman / acuan agar upaya mewujudkan 

tujuan dan sasaran tetap berada dalam koridor tugas dan fungsi 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. 

Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.  

 

5. 2. Arah Kebijakan 

Arah kebijakan terdiri dari 2 (dua) kata, yakni arah dan kebijakan. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata arah berarti 1) jurusan; 2) 

tujuan, maksud. Sedangkan kata kebijakan, berarti 1) kepandaian, 

kemahiran, kebijaksanaan ; 2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan 

sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. 

Berdasarkan hal dimaksud, maka arah kebijakan dapat diartikan 

sebagai rangkaian konsep manajemen yang menjadi garis haluan / pedoman 

dan berisi mengenai prinsip dan cara bertindak dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 
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Tabel 5.1. 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, Makmur dan bermartabat 

Misi 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih 

(good and clean governance) 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 

kepuasan masyarakat 

Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan yang baik 

Mengoptimalkan tata kelola 

pemerintahan 

Meningkatkan koordinasi dengan 

OPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang serta dengan 

instansi pemerintah vertikal lainnya 

 Meningkatnya kualitas pelayanan di 

bidang hukum 

1. Meningkatkan kualitas produk 

hukum daerah 

2. Menyelenggarakan Perlindungan 

dan Bantuan Hukum Terhdapa 

Aparatur dan Masyarakat Miskin 

3. Meningkatkan Akses Masyarakat 

kepada informasi hukum 

1. Memastikan setiap produk hukum 

daerah patuh terhadap prosedur, 

sesuai dengan substansi dan tidak 

bertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi 

2. Meningkatkan fasilitasi bantuan 

hukum terhadap aparatur dan 

masyarakat miskin 

3. Meningkatkan upaya 
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penyelenggaraan penyuluhan 

hukum dan produk hukum daerah 

 Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

Meningkatkan pelayanan administrasi 

Kesejahteraan Rakyat dibidang 

Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Mengoptimalkan koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan progam 

kegiatan dengan pihak terkait 

 Peningkatan kepuasan masyarakat 

di bidang perekonomian 

Meningkatnya kepuasan masyarakat 

di bidang perekonomian 

Optimalisasi pelayanan informasi 

bidang energi dan sumber daya alam, 

data perekonomian, penanaman 

modal dan investasi 

 Peningkatan penyelenggaraan 

administrasi pembangunan yang 

baik dan benar 

Optimalisasi Pelayanan Administrasi 

Pembangunan 

Pengelolaan Data Administrasi 

Pembangunan dari OPD sesuai 

dengan ketentuan 

 Meningkatnya kualitas Peayanan 

Publik terkait Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa 

Mengoptimalkan keberadaan Unit 

Kerja Pengadaan Barang / Jasa 

(UKPBJ) dalam memfasilitasi 

pengadaan barang / jasa pemerintah 

Meningkatkan kapasitas 

kelembagaan serta kualitas pejabat 

pengelola pengadaan barang / jasa 

pemerintah 

 Meningkatnya Indeks Kepuasan 

Masyarakat di bidang kehumasan 

Meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang kegiatan 

1. Meningkatkan upaya 

penyebarluasan informasi 
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dan keprotokolan pemerintah dan hasil pembangunan 

serta meningkatkan kualitas 

kerotokolan 

kegiatan pemerintah 

2. Meningkatkan publikasi tentang 

hasil pembangunan 

3. Meningkatkan kualitas 

keprotokolan dalam pelayanan 

kedinasan kepada Bupati / Wakil 

Bupati 

 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Dinas Pejabat & Rumah Tangga 

Kepala Daerah / Wakil Kepala 

Daerah 

Meningkatkan kualitas pelayanan 

Kedinasan Pejabat, Kepala Daerah / 

Wakil Kepala Daerah serta Tamu 

Dinas 

Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Kedinasan & Rumah Tangga Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 Meningkatkan kualitas pelayanan 

keuangan dan kepegawaian 

1. Mengoptimalkan penyerapan 

anggaran di lingkup Sekretariat 

Daerah 

2. Meningkatkan pemenuhan / upaya 

updating data PNS 

1. Meningkatkan pembinaan 

pengelolaan keuangan bagi PPTK 

dan pengelola keuangan di 

lingkungan Sekretariat Daerah 

2. Meningkatkan pembinaan secara 

berkala terhadap PNS di 

lingkungan Sekretariat Daerah 
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Meningkatnya nilai 

SAKIP 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah 

Meningkatkan pemahaman kepada 

OPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang mengenai 

pentingnya implementasi SAKIP 

Mengoptimalkan penerapan SAKIP 

oleh seluruh OPD melalui 

keberadaan dokumen perencanaan 

kinerja, perjanjian kinerja, 

pengukuran kinerja, pengelolaan data 

kinerja, dan pelaporan kinerja serta 

pelaksanaan evaluasi internal 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan pada 

Bab IV Tujuan dan Sasaran dan Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, maka 

perlu dituangkan rumusan program dan kegiatan. Program yang tercantum 

dalam Renstra Setda ini dapat dikelompokkan menjadi program yang 

mendukung lansgung pencapaian tujuan dan sasaran serta program yang 

tidak mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran.  

Program yang dikelompokkan dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran adalah program-program yang bersifat teknis, sesuai dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi di tiap-tiap Bagian. Sedangkan program yang 

tidak mendukung secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 

adalah program-program yang bersifat penyelenggaraan rutin administrasi 

perkantoran, misalnya program pelayanan administrasi perkantoran dan 

program pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional.  

Untuk dapat mengukur kinerja program maupun kegiatan diperlukan 

indikator kinerja, dimana kriteria indikator kinerja harus memenuhi unsur 

SMART (Sepcific, Measureable, Achieveable, Relevant dan Time Bond). 

Adapun perbedaan antara indikator kinerja program dengan indikator kinerja 

kegiatan adalah untuk indikator kinerja program bersifat outcome, sedangkan 

indikator kinerja kegiatan bersifat output.  

Secara rinci perencanaan program, kegiatan serta pendanaan 

indikatif Sekretariat Daerah tampak pada tabel 6.1. Rencana Program, 

Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.  
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Tabel 6.1. 

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 

Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Meningkatnya 
kepuasan 
masyarakat 

 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

 Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik 

 Nilai LPPD Program 

penataan 

penguasaan, 

pemilikan, 

penggunaan 

dan 

pemanfaatan 

tanah 

Jumlah 

pendapatan 

yang 

didapatkan dari 

lelang sewa 

tanah  

*) - 2
0
,0

0
0
,0

0
0

 

 0  0  0  0   B
a
g

. A
d

m
. 

P
e

m
e

rin
ta

h
a

n
 

 

    

Pemanfaatan 

Tanah-tanah 

Milik Pemerintah 

Daerah 

jumlah tanah 

milik pemerintah 

daerah yang 

berhasil di lelang 

sewa 

*) 32 

2
0
,0

0
0
,0

0
0

 

 0  0  0  0       

    

Program 

penyelesaian 

konflik-konflik 

pertanahan 

persentase 

konflik 

pertanahan 

yang difasilitasi 

*) 100% 2
4
,2

0
0
,0

0
0

 

 0  0  0  0   B
a
g

. A
d

m
. 

P
e

m
e

rin
ta

h
a

n
 

  

    

Fasilitasi 

Penyelesaian 

Konflik-konflik 

Pertanahan 

Jumlah konflik 

pertanahan yang 

diadukan ke 

Bupati dan 

terfasilitasi 

*) 12 2
4
,2

0
0
,0

0
0

 

0 0 0 0  0  0       

    

Program 

pengembangan 

wilayah 

perbatasan 

Persentase 

Pembakuan 

nama rupabumi 

*) 57% 3
4
6

,5
5
0

,0
0
0

 

 0  0  0  0  

 

B
a
g

. A
d

m
. 

P
e

m
e

rin
ta

h
a

n
 

  

    

 Persentase 

penegasan 

batas wilayah 

Kecamatan 

*) 57%              
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Pembakuan 

Nama Rupa 

Bumi 

Jumlah dokumen 

penetapan nama 

rupabumi 

*) 5              

1
7
9

,7
0
0

,0
0
0

  

 0  0  0  0       

    

Penegasan dan 

Pemasangan 

Batas 

Kecamatan 

Jumlah dokumen 

penetapan batas 

wilayah 

*) 6              

1
6
6

,8
5
0

,0
0
0

  

 0  0  0  0       

    

Program 

peningkatan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

umum 

Persentase 

kecamatan 

yang telah 

memenuhi 

standar PATEN 

*) 10% 1
3
6

,0
9
0

,0
0
0

 

 0  0  0  0 10% 1
3
6

.0
9
0

.0
0
0

 

B
a

g
. A

d
m

. P
e

m
e

rin
ta

h
a

n
 

  

    

Persentase 

pengiriman 

dokumen LKPJ, 

LPPD dan 

ILPPD 

Kabupaten 

kepada pihak 

terkait yang 

tepat waktu 

 100%         100%  

    

Pembinaan 

Pelayanan 

Administrasi 

Terpadu 

Kecamatan 

(PATEN) 

Jumlah 

Kecamatan yang 

dibina tentang 

PATEN 

*) 6                 

5
0
,0

0
0
,0

0
0
  

0 - 0 - 0 - 0 - 6 5
0
.0

0
0
.0

0
0

 

    

    

Penyusunan 

LKPJ,LPPD, dan 

ILPPD 

jumlah OPD 

yang dibina 

penyusunan 

dokumen LKPJ, 

LPPD dan ILPPD  

*) 52 OPD                 

4
0
,0

0
0
,0

0
0
  

0 - 0 - 0 - 0 - 52 OPD 4
0
.0

0
0
.0

0
0

 

    

    

Evaluasi 

Penyelenggaraa

n Urusan 

Pemerintahan 

dan Otonomi 

Daerah 

jumlah 

peringatan Otoda 

yang terfasilitasi,  

*) 1 3
0
,0

0
0
,0

0
0
  

1 3
2
8

,8
9
3

,3
8
5

  

1 3
3
6

,9
2
3

,8
1
2

  

1 6
4
4

,5
9
4

,3
5
7

  

1   6
5
4

,3
9
7

,9
4
9

  

5 kali  6
5
4

,3
9
7

,9
4
9
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

jumlah OPD 

yang dibina 

penyusunan 

dokumen LKPJ, 

LPPD dan ILPPD  

   52 OPD  52 OPD  52 OPD  52 OPD  52 OPD    

    

Jumlah 

Kecamatan yang 

dibina tentang 

PATEN 

   21 

Kecamatan 

 21 

Kecamatan 

 21 

Kecamatan 

 21 

Kecamatan 

 21 

Kecamatan 

   

    

Persentase Desa 

terbina tentang 

regulasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

desa 

   198 Desa  198 Desa  198 Desa  198 Desa  198 Desa    

    

Jumlah Desa 

dan/atau 

Kelurahan yang 

tersosialisasikan 

tentang Pemilu 

       205 Desa / 

Kelurahan 

 205 Desa / 

Kelurahan 

 205 Desa / 

Kelurahan 

   

    

fasilitasi 

penataan 

wilayah dan 

kerjasama 

Jumlah konflik 

pertanahan yang 

difasilitasi,  

*) 0                                    

-  

6 konflik 1
,1

2
0

,0
0
0

,0
0
0

  

 6 konflik 5
9
0

,0
0
0

,0
0
0

  

 6 konflik 5
9
0

,0
0
0

,0
0
0

  

 6 konflik 5
9
0

,0
0
0

,0
0
0

  

 24 konflik       

    

Jumlah tanah 

milik Pemerintah 

Daerah yang 

dilelang sewa 

*)   33 bidang 33 bidang 33 bidang 33 bidang 33 bidang    

    

Persentase  

pejabat pembuat 

akta tanah yang 

mengikuti Bimtek 

Pertanahan dari 

yang belum 

pernah mengikuti 

*)   100% 100% 100% 100% 100%    
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Jumlah MoU dan 

PKS yang 

dimonitoring 

pasca ditetapkan 

*)   10 Mou dan 

PKS 

10 Mou dan 

PKS 

10 Mou dan 

PKS 

10 Mou dan 

PKS 

40 MoU dan 

PKS 
   

    

Jumlah dokumen 

penetapan batas 

wilayah 

Kecamatan 

*)   3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 12 dokumen    

    

Program 

peningkatan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

desa 

Persentase 

fasilitasi dan 

koordinasi yang 

dilaksnakan  

*) 100% 6
9
,3

2
5
,0

0
0

 

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0  

 

B
a
g

. A
d

m
. 

P
e

m
e

rin
ta

h
a

n
 

  

    

Komunikasi Aktif 

Antara 

Pemerintah 

Daerah dengan 

Desa 

Jumlah desa 

terbina tentang 

regulasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

desa 

*) 198 desa              

1
0
0

,0
0
0

,0
0
0

  

0 - 0 - 0 - 0 - 198 desa 

 

    

    

Program 

pendidikan 

politik 

masyarakat 

Persentase 

peningkatan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam Pemilu 

*) 6 8
3
,8

3
5
,0

0
0

 

 0  0  0  0 6 8
3
,8

3
5
,0

0
0

 

B
a
g

. A
d

m
. 

P
e

m
e

rin
ta

h
a

n
 

  

    

Fasilitasi 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

Pemilu 

Legislatif/Preside

n/ Kepala 

Daerah 

Jumlah desa / 

kelurahan 

tersosialisasi 

penyelenggaraan 

Pemilu 

*) 205 desa / 

kelurahan 

 8
3
,8

3
5
,0

0
0
  

 0  0  0  0 205 desa / 

kelurahan 

8
3
,8

3
5
,0

0
0

 

    

    

Program 

kerjasama 

pembangunan 

persentase 

MOU yang 

ditindaklanjuti 

PKS 

*) 10 5
0
,0

0
0
,0

0
0

 

 0  0  0  0 10 5
0
,0

0
0
,0

0
0

 

B
a
g

. A
d

m
. 

P
e

m
e

rin
ta

h
a

n
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Koordinasi 

Kerjasama 

Pembangunan 

Antar Daerah 

Jumlah 

monitoring dan 

evaluasi MoU 

dan PKS yang 

dilaksanakan 

*) 10    5
0
,0

0
0

,0
0
0

  

 0  0  0  0 10 5
0
,0

0
0
,0

0
0

 

    

  

Meningkatnya 
Fasilitasi 
Kegiatan 

Administrasi 
Kesejahteraan 

Rakyat 

Persentase 
fasilitasi 
kegiatan 

keagamaan 
dan 

kemasyarakat
an 

Program 

fasilitasi 

kegiatan 

keagamaan 

Persentase 

Fasilitasi 

Kegiatan 

Keagamaan 

88.89 100 

2
,5

5
7

,2
7
4

,2
0
0

  

0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

2
,5

5
7

,2
7
4

,2
0
0

  

B
a

g
ia

n
 A

d
m

in
is

tra
s
i 

K
e

s
e
ja

h
te

ra
a

n
 

R
a
k
y
a

t 

  

    

Fasilitasi 

Kegiatan 

Peringatan Hari 

Besar 

Keagamaan 

Jumlah Fasilitasi 

Kegiatan 

Peringatan Hari 

Besar 

Keagamaan 

8            9  9
3
7

,2
8
4

,0
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
3
7

,2
8
4

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 

A
g

a
m

a
 

  

    

Fasilitasi 

Kegiatan 

Pemberangkatan 

dan Pemulangan 

Jama'ah Haji 

Jumlah Orang 

Yang Terfasilitasi 

Kegiatan Haji 

1,200     1,100  6
1
1

,3
7
2

,0
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0     1,100  6
1
1

,3
7
2

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 

A
g

a
m

a
 

  

    

Fasilitasi 

Kegiatan Lomba 

Keagamaan 

Jumlah Kegiatan 

Fasilitasi Lomba 

Keagamaan 

1            1  7
0
6

,0
8
5

,2
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0            1  6
5
5

,6
8
5

,2
0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 

A
g

a
m

a
 

  

    

Fasilitasi 

Kegiatan 

Istighosah, Doa 

Bersama dan 

Pembinaan 

Tokoh Agama 

Jumlah Orang 

Yang Terfasilitasi 

Untuk Kegiatan 

Istighosah, Doa 

Bersama Dan 

Pembinaan 

Tokoh Agama 

6,100     3,000  

3
0
2

,5
3
3

,0
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0     3,000  

3
0
2

,5
3
3

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 A

g
a

m
a

 

  

    

Program 

fasilitasi 

kegiatan 

kesejahteraan 

sosial 

Persentase 

Fasilitasi 

Kegiatan 

Kesejahteraan 

Sosial 

100 100 

1
,1

4
3

,8
4
0

,5
0
0
 

0 0 0 0 0 0 0 0 100 

1
,1

4
3

,8
4
0

,5
0
0
 

B
a

g
ia

n
 A

d
m

in
is

tra
s
i 

K
e

s
e
ja

h
te

ra
a

n
 

R
a
k
y
a

t 
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Fasilitasi 

Kegiatan 

Pemberian 

Bantuan dan 

Silaturahmi 

Masyarakat 

Kurang Mampu 

Jumlah Bantuan 

Kepada 

Masyarakat 

Kurang Mampu 

7,420     4,200  

1
,0

0
2

,1
2
8

,0
0
0
 

0 0 0 0 0 0 0 0     4,200  

1
,0

0
2

,1
2
8

,0
0
0
 

    

    

Fasilitasi 

Kegiatan Khitan 

dan Nikah 

Massal 

Masyarakat 

Kurang Mampu 

Jumlah Orang 

Yang Terfasilitasi 

Untuk 

Melaksanakan 

Khitan Dan Isbat 

Nikah 

400        200  

1
4
1

,7
1
2

,5
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0        200  

1
4
1

,7
1
2
,5

0
0

 

    

    

Program 

fasilitasi 

kegiatan 

pendidikan dan 

kebudayaan 

Persentase 

fasilitasi 

kegiatan 

pendidikan dan 

kebudayaan 

100 100 

8
0
8

,5
2
8

,5
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 100 

8
0
8

,5
2
8

,5
0
0

 

B
a

g
ia

n
 A

d
m

in
is

tra
s
i 

K
e

s
e
ja

h
te

ra
a

n
 

R
a
k
y
a

t 

  

    

Peningkatan 

Pengelolaan 

Pondok 

Pesantren dan 

TPA 

Jumlah lembaga 

pendidikan 

keagamaan yang 

terfasilitasi 

40          40  

5
8
3

,5
5
3

,5
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 40 

5
8
3

,5
5
3

,5
0
0

 

    

    

Peningkatan 

Kegiatan 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Bidang 

Keagamaan 

Jumlah Lomba 

Keagamaan 

Antar Lembaga 

Pendidikan Yang 

Mendapatkan 

Fasilitasi 

2            1  

2
2
4

,9
7
5

,0
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2
2
4

,9
7
5

,0
0
0

 

    

    

Program 

Fasilitasi 

Kesejahteraan 

Rakyat 

Persentase 

Fasilitasi 

Kegiatan 

Bidang 

Keagamaan, 

Kesejahteraan 

Sosial, 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

0 0 0 100 
5

,1
5
0

,2
2
9

,7
5
3

  
100 

5
,6

1
5

,4
8
9

,8
7
4

  

100 

6
,0

5
9

,8
9
9

,4
1
7

  

100 

6
,6

2
7

,8
9
1

,6
3
5

  

100 

6
,6

2
7

,8
9
1

,6
3
5

  

B
a

g
ia

n
 A

d
m

in
is

tra
s
i 

K
e

s
e
ja

h
te

ra
a

n
 

R
a
k
y
a

t 
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Fasilitasi 

Kegiatan 

Keagamaan 

Jumlah Kegiatan 

Keagamaan 

yang Terfasilitasi 

0 0 0 14 

3
,2

8
7

,9
0
0

,1
8
7
 

15 

3
,5

8
4

,9
2
1

,6
6
3
 

15 

3
,8

6
8

,6
3
2

,1
5
5
 

16 

4
,2

3
1

,2
3
7

,6
7
1
 

16 

4
,2

3
1

,2
3
7

,6
7
1
 

    

    

Fasilitasi 

Kegiatan 

Kesejahteraan 

Sosial 

Jumlah Kegiatan 

Kesejahteraan 

Sosial yang 

Terfasilitasi 

0 0 0 6 1
,4

6
6

,7
1
2

,6
4
8
 

5 1
,5

9
9

,2
1
2

,1
5
5
 

6 1
,7

2
5

,7
7
3

,7
1
3
 

5 1
,8

8
7

,5
2
9

,8
7
0
 

5 1
,8

8
7

,5
2
9

,8
7
0
 

    

    

Fasilitasi 

Kegiatan 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Jumlah Kegiatan 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

yang Terfasilitasi 

0 0 0 6 3
9
5

,6
1
6

,9
1
8

 

6 4
3
1

,3
5
6

,0
5
6

 

7 4
6
5

,4
9
3

,5
4
9

 

7 5
0
9

,1
2
4

,0
9
4

 

7 5
0
9

,1
2
4

,0
9
4

 

    

  

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan di 
bidang hukum 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat di 
bidang hukum 

Program 

pengembangan 

dan 

penyempurnaan 

produk hukum 

Presentase 

Peningkatan 

Produk Hukum 

Yang Selaras 

Dengan 

Ketentuan 

Lebih Tinggi  

85% 2% 

6
0
5

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 97% 

1
,1

0
0

,0
0
0

,0
0
0
 

B
a
g

ia
n

 H
u

k
u

m
  

 

    

Legislasi 

Rancangan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan  

Persentase 

Raperda Yang 

Diajukan ke 

DPRD  

0.807692308 0.82 3
3
0

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 0.95 6
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

   

    

  Presentase 

Produk Hukum 

Yang Ditetapkan 

1 1 1
2
5

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 1 1
2
5

,0
0
0

,0
0
0

 

   

    

  Jumlah ASN 

yang 

mendapatkan 

Pelatihan 

Pembentukan 

Produk Hukum  

60 orang   

0
 

- 0 - 0 - 0 - 0 75 orang  

7
5
,0

0
0
,0

0
0
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Fasilitasi 

Evaluasi/Klarifika

si Peraturan 

Desa  

Presentase 

Perdes yang 

diklarifikasi dan 

Raperdes yang 

Dievaluasi 

1 1 1
5
0

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 0.97 3
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

   

    

Program 

pembinaan dan 

perlindungan 

hukum 

Presentase 

Peningkatan 

Kepastian 

Hukum 

Sengketa 

Hukum  

100% 100% 

3
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0        100  

3
6
5
,0

0
0
,0

0
0

 

B
a
g

ia
n

 

H
u

k
u

m
  

 

    

Bantuan Hukum 

Bagi Aparatur  

persentase 

bantuan hukum 

yang diberikan 

kepada aparatur 

terkait perkara 

perdata dan/atau 

Tata Usaha 

Negara (TUN)" 

100% 100% 

2
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0        100  

2
0
0
,0

0
0
,0

0
0

    

    

  Pembinaan  

Hukum Kepada 

calon PPNS 

0.00% 0 

- 

- 0 - 0 - 0 - 0 0 

   0
  

   

    

Bantuan Hukum 

Bagi Warga 

Miskin 

Presentase 

Bantuan Hukum 

yang dapat 

diberikan 

Kepada  

Masyarakat 

Miskin 

0.00% 50% 

1
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 50% 

1
6
5

.0
0
0

.0
0
0

 

   

    

Program 

peningkatan 

pengetahuan 

hukum 

masyarakat 

Meningkatnya 

Akses 

Masyarakat 

Terhadap 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

12,500     2,500  

3
5
0

,0
0

0
,0

0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 

  28,000  

 3
5
0
,0

0
0
,0

0
0
  

B
a
g

ia
n

 

H
u

k
u

m
  

 

    

Penyuluhan 

Hukum 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah 

Masyarakat 

Yang 

Mendapatkan 

Penyuluhan 12,500 2,500 

1
7
5

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 

27,500 

1
7
5

.0
0
0

.0
0
0

 

  

 



 

82 

 

Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Sosialisasi 

Produk Hukum 

Daerah 

Presentase 

Produk Hukum 

Daerah Yang 

Terpublikasikan 

dari seluruh 

produk hukum 

yang ditetapkan 

dan masih 

berlaku 

40.00% 50% 

1
7
5

,0
0
0

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 

50% 

1
7
5

.0
0
0

.0
0
0

    

    

Program 

Fasilitasi, 

Pembentukan 

dan Pembinaan 

Hukum 

Persentase 

peningkatan 

kepuasan 

pelayanan di 

bidang Hukum 

85% - 

0 

2%              

1
,9

9
5

,0
0
0

,0
0
0

  

2%              

2
,0

9
5

,0
0
0

,0
0
0

  

2%              

2
,2

0
0

,0
0
0

,0
0
0

  

2%              

2
,3

0
0

,0
0
0

,0
0
0

  
97% 

 2
.3

0
0

.0
0
0

.0
0
0
 

B
a
g

ia
n

 

H
u

k
u

m
 

 

    

Kegiatan 

Pengembangan 

dan 

Penyempurnaan 

Produk Hukum 

  

  

  

  

Persentase 

peningkatan 

produk hukum 

yang selaras 

dengan 

ketentuan yang 

lebih tinggi 

85% - 

0 

2% 

9
1
5

,0
0
0

,0
0
0

 

2% 

9
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

2% 

9
9
5

,0
0
0

,0
0
0

 

2% 

1
,0

4
5

,0
0
0

,0
0
0
 

95% 

 1
.0

4
5

.0
0
0

.0
0
0
 

   

    

Persentase 

Raperda yang 

difasilitasi  

diajukan ke 

DPRD 

82% - 0 85% 0 87% 0 90% 0 92% 0 92% 0 

   

    

Persentase 

Raperda yang 

ditetapkan 

menjadi Perda 

100% - 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 

   

    

Jumlah ASN 

yang 

mendapatkan 

Pelatihan 

Pembentukan 

Produk Hukum  

*)  - 0 75 orang 0 75 orang 0 75 orang 0 75 orang 0 -  0 

   

    

Persentase 

Perdes yang 

diklarifikasi  

80% - 0 85% 0 90% 0 95% 0 96% 0 96% 0 

   

    

Persentase 

Raperdes yang 

dievaluasi 

80%  0 85% 0 90% 0 95% 0 96% 0 96% 0 

  

    

 Kegiatan 

peningkatan 

kesadaran 

hukum 

masyarakat 

Jumlah 

masyarakat yang 

mendapatkan 

penyuluhan 

mengenai hukum 

15.000 orang - 0 2500 orang 5
4
0

,0
0
0

,0
0
0

 

2500 orang 5
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

2500 orang 5
8
0

,0
0
0

,0
0
0

 

2500 orang 6
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 25.000 orang 0 

   



 

83 

 

Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

  Persentase 

produk hukum 

yang 

terpublikasikan 

dari yang telah 

ditetapkan dan 

masih berlaku 

50% - 0 55% 

 

60% 

 

65% 

 

70% 

 

70% 0 

   

    

Kegiatan 

pembinaan dan 

perlindungan 

hukum 

  

  

  

Persentase 

peningkatan 

kepastian hukum 

sengketa hukum 

 100% - 0 100% 5
4
0

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 5
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 6
2
5

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 6
5
5

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 0 

   

    

Persentase 

bantuan hukum 

yang diberikan 

kepada aparatur 

terkait 

permasalahan 

Perdata dan/atau 

Tata Usaha 

Negara (TUN) 

 100% - 0 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 0 

   

    

Jumlah calon 

PPNS yang 

mendapatkan 

pembinaan 

hukum 

 0 orang - 0 75 orang  0 75 orang  0 75 orang  0 75 orang  0 300 orang  0 

   

    

Persentase 

bantuan hukum 

yang dapat 

diberikan  

kepada 

masyarakat 

miskin 

 50% - 0 60% 0 70% 0 75% 0 80% 0 80% 0 

   

  

Meningkatnya 
kepuasan 
masyarakat di 
bidang 
perekonomian 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat di 
bidang 
perekonomian 

Program 

peningkatan 

efisiensi 

perdagangan 

dalam negeri 

Presentase 

Peningkatan 

Efisiensi 

Perdagangan 

Dalam Negeri 

100% 100% 

9
0
,2

0
0
,0

0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

9
0
,2

0
0
,0

0
0

 

B
a

g
. A

d
m

. E
S

D
A

 

d
a
n

 P
e

re
k
o

n
o

m
ia

n
 

 

    

Kegiatan 

Koordinasi dan 

Fasilitasi 

Pengendalian 

Inflasi Daerah 

Jumlah 

pelaksanaan 

koordinasi dan 

fasilitasi 

pengendalian 

inflasi daerah 

26 16 

7
5
,2

0
0
,0

0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 16 

7
5
,2

0
0
,0

0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 

D
a
ta

 

P
e

re
k
o

n
o

m
ia

n
 

 



 

84 

 

Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Kegiatan 

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Pendistribusian 

Migas 

Jumlah 

pelaksanaan 

fasilitasi dan 

koordinasi 

pendistribusian 

migas 

40 15 

1
5
,0

0
0
,0

0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 

1
5
,0

0
0
,0

0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 

A
d

m
 

P
e

n
a

n
a

m
a
n

 

M
o

d
a

l &
 

In
v
e

s
ta

s
i 

 

    

Program 

peningkatan 

iklim investasi 

dan realisasi 

investasi 

Presentase 

kenaikan jumlah 

realisasi 

investasi 

346% 15% 1
1
1

,2
5
0

,0
0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 15% 

1
1
1

,2
5
0

,0
0
0

 

   

    

Kegiatan 

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Bidang 

Penanaman 

Modal 

Jumlah Laporan 

Hasil 

Pelaksanaan 

Fasilitasi Bidang 

Penanaman 

Modal 

0 2 laporan 

3
1
,7

0
0
,0

0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 laporan 

3
1
,7

0
0
,0

0
0

 

   

    

Kegiatan 

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Pengelolaan 

Energi Sumber 

Daya Alam 

(ESDA) 

Jumlah Obyek 

yang difasilitasi 

dan 

dikoordinasikan 

215 obyek 100 obyek 

5
3
,1

7
0
,0

0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 100 obyek 

5
3
,1

7
0
,0

0
0

    

    

Kegiatan 

Penyusunan 

Data Ekonomi 

Daerah 

Jumlah buku 

data 

perekonomian 

daerah Kab. 

Lumajang 

50 buku 50 buku 

1
6
,3

8
0
,0

0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 50 buku 

1
6
,3

8
0
,0

0
0

 

   

    

Kegiatan 

Pembinaan 

BUMD 

Jumlah 

pembinaan 

BUMD 

0 12 Kali Rapat 

Koordinasi, 2 

kali Rapat 

pemantapan 

BUMD 

1
0
,0

0
0
,0

0
0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 12 Kali Rapat 

Koordinasi, 2 

kali Rapat 

pemantapan 

BUMD 

1
0
,0

0
0
,0

0
0

 

   

    

Program 

fasilitasi dan 

koordinasi 

perekonomian 

daerah 

Tingkat Inflasi 

Daerah 

3.17 0 

0
 

4 ± 1 
2

5
8

,3
1
3

,3
4
2

 
4 ± 1 

2
8
1

,6
4
8

,7
8
6

 

4 ± 1 

3
0
3

,9
3
8

,4
5
4

 

4 ± 1 

3
3
2

,4
2
6

,4
9
8

 

  0 

 B
a

g
. A

d
m

. 

E
S

D
A

 d
a
n

 

P
e

re
k
o

n
o

m
ia

n
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Koordinasi dan 

Fasilitasi 

Pengendalian 

Perekonomian 

Daerah 

Jumlah 

pelaksanaan 

koordinasi dan 

fasilitasi 

pengendalian 

perekonomian 

daerah 

26 

pelaksanaan 

0 

0
 

19 

pelaksanaan 

1
4
4

,4
3
3

,2
6
6

 

20 

pelaksanaan 

1
5
5

,8
3
0

,2
7
1

 

21 

pelaksanaan 

1
6
9

,8
6
5

,8
0
3

 

22 

pelaksanaan 

1
8
5

,7
4
8

,9
1
0

 

22 

pelaksanaan 
1

8
5
,7

4
8
,9

1
0

    

    

Fasilitasi dan 

koordinasi 

pendistribusian 

migas 

Jumlah 

pelaksanaan 

fasilitasi dan 

koordinasi 

pendistribusian 

migas 

40 

pelaksanaan 

0 

0
 

14 pelaksaan 

1
6
,6

6
5
,3

7
7

 

14 

pelaksanaan 

1
9
,0

4
5
,9

2
2

 

15 

pelaksanaan 

2
1
,8

3
9
,8

8
9

 

16 

pelaksanaan 

2
4
,9

8
0
,0

2
6

 

16 

pelaksanaan 

2
4
,9

8
0
,0

2
6

 

   

    

Fasilitasi dan 

koordinasi  

Bidang 

Penanaman 

Modal 

Jumlah 

Pelaksanaan 

fasilitasi dan 

koordinasi 

bidang 

Penanaman 

Modal 

40 

pelaksanaan 

0 

0
 

19 

pelaksanaan 

3
6
,1

0
8
,3

1
7

 

20 

pelaksanaan 

4
0
,4

0
0
,4

4
1

 

21 

pelaksanaan 

4
2
,4

6
6
,4

5
1

 

22 

pelaksanaan 

4
4
,8

3
5
,9

4
4

 

22 

pelaksanaan 

4
4
,8

3
5
,9

4
4

 

   

    

Fasilitasi dan 

Koordinasi  

pengelolaan 

Energi dan 

Sumber Daya 

Alam 

Jumlah Obyek 

yang difasilitasi 

dan 

dikoordinasikan 

215 obyek 0 

0
 

111 obyek 

6
1
,1

0
6
,3

8
2

 

115 obyek 

6
6
,3

7
2
,1

5
2

 

121 obyek 

6
9
,7

6
6
,3

1
2

 

128 obyek 

7
6

,8
6
1

,6
1
8

 

128 obyek 

7
6
,8

6
1
,6

1
8

 

   

    

Program 

sosialisasi 

ketentuan di 

bidang Cukai 

Persentase 

perangkat 

daerah yang 

mengelola 

DBHCHT sesuai 

dengan 

ketentuan 

100% 100% 

1
8
5

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 

2
3
7

,2
1
9

,9
9
6

 

100% 

2
5
8

,6
4
9

,9
1
5

 

100% 

2
7
9

,1
1
9

,4
5
4

 

100% 

3
0
5

,2
8
1

,2
2
2

 

100% 

3
0
5

,2
8
1

,2
2
2

 

 B
a

g
. A

d
m

. E
S

D
A

 

d
a
n

 P
e

re
k
o

n
o

m
ia

n
 

 

    

Pemantauan dan 

Evaluasi atas 

Pelaksanaan 

Ketentuan 

Peraturan 

Perundang-

undangan di 

Bidang Cukai 

Prosentase 

Perangkat 

Daerah yang 

menerima 

informasi 

ketentuan 

Peraturan 

Perundang-

undangan di 

bidang cukai 

100% 100% 

1
8
5

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 

2
3
7

,2
1
9

,9
9
6

 

100% 

2
5
8

,6
4
9

,9
1
5

 

100% 

2
7
9

,1
1
9

,4
5
4

 

100% 

3
0
5

,2
8
1

,2
2
2

 

100% 

3
0
5

,2
8
1

,2
2
2
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
administrasi 
pembangunan 
yang baik dan 
benar 

Persentase 
OPD yang 
melaporkan 
hasil 
pembanguna
n tepat waktu 
dan sesuai 
ketentuan 

Program 

Peningkatan 

Administrasi 

Pembangunan 

Jumlah OPD / 

SKPD yang 

melaksanakan 

administrasi 

pembangunan 

(laporan realisasi 

prog / keg, 

laporan realisasi 

barang / jasa dan 

laporan 

pemetaan RUP) 

52 OPD (70 

SKPD) 

52 OPD (70 

SKPD) 

2
2
4

,8
7
7

,5
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

2
5
9

,7
0
0

,0
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

2
9
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

2
9
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

2
9
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 
1

,3
5
4

,5
7
7

,5
0
0
 

B
a

g
ia

n
 A

d
m

. P
e

m
b

a
n

g
u

n
a

n
 

S
e

k
re

ta
ria

t D
a
e

ra
h
 

   

Persentase 
OPD yang 
menyusun 
pemetaan 
RUP tepat 
waktu 

Sosialisasi Tata 

Cara, Pedoman 

dan Petunjuk 

Teknis 

Jumlah OPD 

yang mengikuti 

Sosialisasi 

Aplikasi 

SMEP 

52 OPD (70 

SKPD) 

52 OPD (70 

SKPD) 

2
6
,1

9
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

4
0
,0

0
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

5
0
,0

0
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

5
0
,0

0
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

5
0
,0

0
0
,0

0
0

 
52 OPD (70 

SKPD) 

2
1
6

,1
9
0

,0
0
0

 

S
u

b
 B

a
g

ia
n
 

M
o

n
e

v
 d

a
n

 

P
e

la
p
o

ra
n

 

S
e

k
re

ta
ria

t 

D
a
e

ra
h

 

    

Monitoring dan 

Evaluasi 

Administrasi 

Pembangunan 

Jumlah Laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Administrasi 

Pembangunan 

52 OPD (70 

SKPD) 

52 OPD (70 

SKPD) 

1
3
5

,2
3
7

,5
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

1
5
7

,4
0
0

,0
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

1
6
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

1
6
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

1
6
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

7
7
2

,6
3
7

,5
0
0

 

S
u

b
 B

a
g

ia
n
 M

o
n

e
v
 

d
a
n

 P
e

la
p
o

ra
n

 

S
e

k
re

ta
ria

t D
a
e

ra
h
 

    

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Administrasi 

Pembangunan 

Jumlah OPD 

yang terfasilitasi 

52 OPD (70 

SKPD) 

52 OPD (70 

SKPD) 

6
3
,4

5
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

6
2
,3

0
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

8
0
,0

0
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

8
0
,0

0
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

8
0
,0

0
0
,0

0
0

 

52 OPD (70 

SKPD) 

3
6
5

,7
5
0

,0
0
0

 

S
u

b
a

g
. 

A
d

m
. 

P
e

la
k
s
a
n

a
a
n

 

P
ro

g
ra

m
 

S
e

k
re

ta
ri

a
t 

D
a
e

ra
h

 

  

Meningkatnya 
kualitas 
Peayanan Publik 
terkait Layanan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
pada 
Pelayanan 
Pengadaan 
Barang /Jasa 

Peningkatan 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Persentase 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

sesuai aturan 

 - *) 100% 

3
7
3

,8
5
7

,0
0
0

 

100% 

3
8
3

,0
7
0

,0
0
0

 

100% 

3
9
1

,1
9
0

,0
0
0

 

100% 

3
9
8

,8
2
0

,0
0
0

 

100% 

4
0
4

,3
5
5

,0
0
0

 

100% 

4
1
2

,9
7
0

,0
0
0

 

B
a

g
ia

n
 L

a
y
a

n
a

n
 

P
e

n
g

a
d

a
a

n
 B

a
ra

n
g

 

/ J
a

s
a
 

  

    

Penyusunan 

Pedoman Teknis 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Jumlah pedoman 

teknis 

pengadaan 

barang / jasa 

yang disusun 

 - *) 150 4
8
,3

8
7
,0

0
0

 

150 
4

9
,6

2
0
,0

0
0

 
150 

5
1
,2

4
0
,0

0
0

 

150 

5
3
,4

7
0
,0

0
0

 

150 

5
4
,8

8
0
,0

0
0

 

150 

5
6
,5

9
0
,0

0
0

 

S
u

b
a

g
. 

P
e

m
b
in

a
a
n

, 

E
v
a

lu
a
s
i, 

d
a
n

 

K
o

n
s
u

lta
n

s
i 

  



 

87 

 

Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Pengadan 

Barang/Jasa 

Jumlah Usulan 

Paket 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

yang terfasilitasi 

150 155 

2
1
6

,3
2
1

,0
0
0

 

160 

2
2
1

,4
3
0

,0
0
0

 

165 

2
2
5

,4
9
0

,0
0
0

 

170 

2
2
6

,9
6
0

,0
0
0

 

175 

2
2
9

,1
0
2

,0
0
0

 

180 

2
3
1

,0
7
0

,0
0
0

 

S
u

b
a

g
. 

P
e

la
y
a
n

a
n

 

P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

B
a

ra
n

g
/J

a
s
a
 

  

    

Pembinaan dan 

Sosialisasi 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Jumlah Pelaku 

Pengadaan yang 

terbina dan 

tersosialisasi 

250 300 1
0
5

,6
6
4

,0
0
0

 

350 

1
0
7

,7
4
0

,0
0
0

 

400 

1
0
9

,1
2
0

,0
0
0

 

450 

1
1
2

,3
5
0

,0
0
0

 

500 

1
1
3

,2
5
8

,0
0
0

 

550 

1
1
6

,4
3
5

,0
0
0

 

S
u

b
a

g
. 

P
e

m
b
in

a
a
n

, 

E
v
a

lu
a
s
i, 

d
a
n

 

K
o

n
s
u

lta
n

s
i 

  

    

Penyusunan 

Inventarisasi 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Tersusunnya 

Inventarisasi 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

 - *) 8 

3
,4

8
5

,0
0
0
 

8 

4
,2

8
0

,0
0
0
 

8 

5
,3

4
0

,0
0
0
 

8 

6
,0

4
0

,0
0
0
 

8 

7
,1

1
5

,0
0
0
 

8 

8
,8

7
5

,0
0
0
 

S
u

b
a

g
. 

P
e

la
y
a
n

a
n

 

P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

B
a

ra
n

g
/J

a
s
a
 

  

  

Meningkatnya 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat di 
bidang 
kehumasan dan 
keprotokolan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat di 
Bidang 
Kehumasan 

Program 

Penyebarluasan 

Informasi 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

press release 

yang dikirimkan 

ke Diskominfo 

dan lembaga 

terkait (media 

massa) 

95.12% 100% 

3
7
8

,9
2
6

,0
0
0

 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

3
7
8

,9
2
6

,0
0
0

 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 d

a
n

 

P
ro

to
k
o
l 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 d

a
n

 

P
ro

to
k
o
l 

  

 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat di 
bidang 
Keprotokolan 

 

Persentase 

wartawan yang 

menghadiri 

jumpa pers 

67% 75% 0 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

0   

    

Penyebarluasan 

Informasi 

Penyelenggaraa

n Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah press 

release yang 

dibuat 

635 press 

release 

720 press 

release 

3
7
8

,9
2
6

,0
0
0

 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

S
u

b
 B

a
g

ia
n
 

P
e

m
b
e

rita
a

n
 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 d

a
n

 

P
ro

to
k
o
l 

    

Jumlah 

pelaksanaan 

jumpa pers 

12 

pelaksanaan 

20 

pelaksanaan 

- 0   0   0   0   0 

    

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kedinasan 

Kepala Daerah / 

Wakil Kepala 

Daerah  

Persentase 

pelayanan 

kedinasan 

(keprotokolan, 

pemberitaan, 

dan 

dokumentasi) 

bagi Kepala 

Daerah / Wakil 

Kepala Daerah 

100% 100% 

1
,0

9
1

,4
7
5

,0
0
0
 

100% 

1
.3

9
9

.5
6
5

.9
2
4
 

100% 

1
.5

2
5

.9
9
9

.5
4
8
 

100% 

1
.6

4
6

.7
6
7

.0
6
4
 

100% 

1
.8

0
1
.1

1
7
.9

5
6
 

100% 

1
.8

0
1
.1

1
7
.9

5
6
 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 d

a
n

 

P
ro

to
k
o
l 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 d

a
n
 

P
ro

to
k
o
l 



 

88 

 

Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Pemberitaan 

Kegiatan Kepala 

Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

Jumlah kegiatan 

kepala 

daerah/wakil 

kepala daerah 

yang diberitakan 

635 kegiatan - 0 850 kegiatan 

6
2
9

.8
2
4

.0
0
0

 

750 kegiatan 

6
8
6

.8
0
0

.0
0
0

 

850 kegiatan 

7
4
8

.6
1
2

.0
0
0

 

850 kegiatan 

8
1
5

.9
8
0

.0
0
0

 

850 kegiatan 

8
1
5

.9
8
0

.0
0
0

 

S
u

b
 B

a
g

ia
n
 

P
e

m
b
e

rita
a

n
 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 

d
a
n

 P
ro

to
k
o
l 

    

Jumlah 

pelaksanaan 

jumpa pers 

 

 

 

12 

pelaksanaan  

- 20 

pelaksanaan 

20 

pelaksanaan 

20 

pelaksanaan 

20 

pelaksanaan 

20 

pelaksanaan 

S
u

b
 B

a
g

ia
n
 

P
e

m
b
e

rita
a

n
 

B
a

g
ia

n
 

H
u
m

a
s
 d

a
n

 

P
ro

to
ko

l 

    

Pendokumentasi

an Kegiatan 

Kepala 

Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

Jumlah lembar 

pencetakan 

dokumentasi 

2.300 lembar 2.825 lembar 

3
9
,5

2
5
,0

0
0

 

3.075 lembar 

6
9
.9

7
8
.0

0
0

 

3.325 lembar 

7
6
.2

7
6
.0

0
0

 

3.575 lembar 

8
3
.1

4
0
.0

0
0

 

3.825 lembar 

9
0
.6

2
2
.6

0
0

 

3.825 lembar 

9
0
.6

2
2

.6
0
0

 

S
u

b
 B

a
g

ia
n
 

P
e

lip
u

ta
n

 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 d

a
n

 

P
ro

to
k
o
l 

    

Dialog/Audensi 

dengan Tokoh-

tokoh 

Masyarakat, 

Pimpinan / 

Anggota 

Organisasi 

Sosial dan 

Kemasyarakatan 

Jumlah peserta 

dialog/ audiensi 

359 peserta 3.550 peserta 

1
,0

5
1

,9
5
0

,0
0
0
 

730 peserta 

4
9
9

.7
6
3

.9
2
4

 

730 peserta 

5
4
4

.9
2
3

.5
4
8

 

730 peserta 
5

7
7

.3
9
5

.0
6
4

 
3.550 peserta 

6
3
5

.5
0
9

.5
5
6

 

3.550 peserta 

6
3
5

.5
0
9

.5
5
6

 

S
u

b
 B

a
g

ia
n
 

P
e

m
b
e

rita
a

n
 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 d

a
n

 

P
ro

to
k
o
l 

    

Pelayanan 

keprotokolan 

Kepala Daerah / 

Wakil Kepala 

Daerah 

Jumlah kegiatan 

keprotokolan 

terhadap 

kegiatan 

kedinasan 

pimpinan daerah 

(dengan / tanpa 

koordinasi) 

712 kegiatan - 

- 

850 kegiatan 

2
0
0

.0
0
0

.0
0
0

 

750 kegiatan 
2

1
8

.0
0
0

.0
0
0

 
850 kegiatan 

2
3
7

.6
2
0

.0
0
0

 

850 kegiatan 

2
5
9

.0
0
5

.8
0
0

 

850 kegiatan 

2
5
9

.0
0
5

.8
0
0

 

S
u

b
 B

a
g

ia
n
 P

ro
to

k
o

l 

B
a

g
ia

n
 H

u
m

a
s
 d

a
n

 P
ro

to
k
o
l 

    

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

Bimtek 

keprotokolan 

- - 185 orang      

  

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan Dinas 
Pejabat & 
Rumah Tangga 
Kepala Daerah / 
Wakil Kepala 
Daerah 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) di 
bidang 
kerumahtang
gaan 

Program 

peningkatan 

pelayanan 

kedinasan 

Kepala Daerah / 

Wakil Kepala 

Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

pelayanan 

kedinasan bagi 

Kepala Daerah 

dan/atau Wakil 

Kepala Daerah 

-*)  85 

2
,8

0
1

,7
6
0

,0
0
0
 

86 

0
 

87 

0
 

88 

0
 

89 

0
 

89 

2
,8

0
1

,7
6
0

,0
0
0
 

S
u

b
b

a
g

 P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

  



 

89 

 

Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Penerimaan 

Kunjungan Kerja 

Pejabat Negara / 

Departemen  / 

Lembaga 

Pemerintah Non 

Departemen / 

Luar Negeri 

Jumlah tamu 

Pemerintah 

Kabupaten 

Lumajang yang 

dilayani 

kebutuhannya 

-*)  85 

3
4
3

,5
0
0

,0
0
0

 

86 Rp0 87 

R
p
0
 

88 ### 89 

R
p
0
 

89 

3
4
3

,5
0
0

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

 P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

  

    

Kunjungan Kerja 

/ Inspeksi Kepala 

Daerah / Wakil 

Kepala Daerah 

Jumlah Pejabat 

yang dikelola 

perjalanan dinas 

dalam daerahnya  

-*)   - 

1
4
6

,2
5
0

,0
0
0

 

 - Rp0  - 

R
p
0
 

 - ###  - 

R
p
0
 

 - 

1
4
6

,2
5
0

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

 ta
ta

 

u
s
a
h

a
 d

a
n
 

ru
m

a
h

 ta
n

g
g

a
 

  

    

Koordinasi 

dengan 

Pemerintah 

Pusat dan 

Pemerintah 

Daerah Lainnya  

Jumlah Pejabat 

yang dikelola 

perjalanan dinas 

luar daerahnya 

-*)   - 

9
8
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - Rp0  - 

R
p
0
 

 - ###  - 

R
p
0
 

 - 

9
8
0

,0
0
0

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

 ta
ta

 

u
s
a
h

a
 d

a
n
 

ru
m

a
h

 ta
n

g
g

a
 

  

    

Penyediaan 

Kebutuhan 

Rumah Tangga 

Kepala 

Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

Jumlah rumah 

tangga pejabat 

yang di kelola 

kebutuhannya  

-*)   - 1
,3

3
2

,0
1
0

,0
0
0
 

 - Rp0  - 

R
p
0
 

 - ###  - 

R
p
0
 

 - 1
,3

3
2

,0
1
0

,0
0
0
 

S
u

b
b

a
g

 

P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

  

    

Program 

Pelayanan 

Kedinasan 

Persentase 

pemenuhan 

pelayanan 

kedinasan yang 

difasilitasi 

-*)   - 1
,6

0
2

,7
5
0

,0
0
0
 

 - 5
,6

4
7
,7

7
2
,1

5
3
 

 - 6
,1

5
7

,9
7
9

,1
3
0
 

 - 6
,6

4
5

,3
2
1

,2
4
2
 

 - 7
,2

6
8

,1
8
4

,8
4
0
 

 - 2
7
,3

2
2
,0

0
7
,3

6
5

 

S
u

b
b

a
g

 

P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

B
a

g
ia

n
 U

m
u
m

 

    

Rapat Koordinasi 

Pejabat 

Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Tamu 

dinas yang 

dicukupi 

kebutuhan 

makan dan 

minumnya  

-*)   - R
p
3

0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
3

5
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
3

6
7

,5
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
3

8
5

,8
7
5

,0
0
0

 

 - R
p
4

0
5

,1
6
8

,7
5
0

 

 - 1
,8

0
8

,5
4
3

,7
5
0
 

S
u

b
b

a
g

 

P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

  

    

Penyediaan 

Kebutuhan Tamu 

tamu dinas 

Jumlah peserta 

rapat dinas yang 

dicukupi 

keperluan makan 

dan minumannya  

-*)   - 

R
p
1

,3
0
2

,7
5
0

,0
0
0

 

 - 

R
p
1

,8
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - 

R
p
1

,8
9
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - 

R
p
1

,9
8
4

,5
0
0

,0
0
0

 

 - 

R
p
2

,0
8
3

,7
2
5

,0
0
0

 

 - 

9
,0

6
0

,9
7
5

,0
0
0
 

S
u

b
b

a
g

 P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

  



 

90 

 

Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Penerimaan 

Kunjungan Kerja 

Pejabat Negara / 

Departemen  / 

Lembaga 

Pemerintah Non 

Departemen / 

Luar Negeri 

Jumlah tamu 

Pemerintah 

Kabupaten 

Lumajang yang 

dilayani 

kebutuhannya 

-*)   - 

R
p
0
 

 - 

R
p
3

7
5

,0
0
0

,0
0
0

 

 - 

R
p
3

9
3

,7
5
0

,0
0
0

 

 - 

R
p
4

1
3

,4
3
7

,5
0
0

 

 - 

R
p
4

3
4

,1
0
9

,3
7
5

 

 - 

1
,6

1
6

,2
9
6

,8
7
5
 

S
u

b
b

a
g

 P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

  

    

Kunjungan Kerja 

/ Inspeksi Kepala 

Daerah / Wakil 

Kepala Daerah 

Jumlah Pejabat 

yang dikelola 

perjalanan dinas 

dalam daerahnya  

-*)   - Rp0  - R
p
2

0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
2

1
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
2

2
0

,5
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
2

3
1

,5
2
5

,0
0
0

 

 - 8
6
2

,0
2
5

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

 ta
ta

 

u
s
a
h

a
 d

a
n
 

ru
m

a
h

 

ta
n

g
g

a
 

  

    

Koordinasi 

dengan 

Pemerintah 

Pusat dan 

Pemerintah 

Daerah Lainnya  

Jumlah Pejabat 

yang dikelola 

perjalanan dinas 

luar daerahnya 

-*)   - Rp0  - R
p
4

5
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
4

7
2

,5
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
4

9
6

,1
2
5

,0
0
0

 

 - R
p
5

2
0

,9
3
1

,2
5
0

 

 - 1
,9

3
9

,5
5
6

,2
5
0
 

S
u

b
b

a
g

 ta
ta

 

u
s
a
h

a
 d

a
n
 

ru
m

a
h

 

ta
n

g
g

a
 

  

    

Penyediaan 

Kebutuhan 

Rumah Tangga 

Kepala 

Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

Jumlah rumah 

tangga pejabat 

yang di kelola 

kebutuhannya  

-*)   - Rp0  - R
p
8

5
0

,0
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
8

9
2

,5
0
0

,0
0
0

 

 - R
p
9

3
7

,1
2
5

,0
0
0

 
 - R

p
9

8
3

,9
8
1

,2
5
0

 

 - 3
,6

6
3

,6
0
6

,2
5
0
 

S
u

b
b

a
g

 

P
e

n
g

a
d

a
a

n
 

  

  

Meningkatkan 
kualitas 
Pelayanan 
Keuangan dan 
kepegawaian di 
lingkungan 
Sekretariat 
Daerah 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) di 
bidang 
pelayanan 
keuangan 

Program 

peningkatan 

dan 

pengembangan 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

Persentase 

penyerapan 

Realisasi 

Anggaran di 

lingkungan 

Setda 

87 90 

5
0
,3

2
0
,0

0
0

92 

6
4
,5

2
3
,8

3
9

 

95 

7
0
,3

5
2
,7

7
7

 

98 

7
5
,9

2
0
,4

9
1

 

100 

8
3
,0

3
6
,4

9
2

 

100 

3
4
4

,1
5
3

,5
9
9

 

B
a

g
ia

n
 K

e
u
a

n
g

a
n

 

d
a
n

 K
e

p
e

g
a

w
a

ia
n

 

K
a

b
. L

u
m

a
ja

n
g
 

   

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) di 
bidang 
pelayanan 
kepegawaian 

Kegiatan Proses 

Verifikasi dan 

Penerbitan 

Dokumen SPM 

Jumlah 

penerbitan 

pengesahan SPJ 

di lingkup Setda 

900 dokumen  

pengesahan 

SPJ 

9
2
5

 d
o
k
u

m
e
n

 

p
e
n

g
e

s
a
h

a
n

 S
P

J
 

5
0
,3

2
0
,0

0
0

 

9
5
0

 d
o
k
u

m
e
n

 

p
e
n

g
e

s
a
h

a
n

 S
P

J 

6
4
,5

2
3
,8

3
9

 

9
6
0

 d
o
k
u

m
e
n

 

p
e
n

g
e

s
a
h

a
n

 S
P

J 

7
0
,3

5
2
,7

7
7

 

9
7
0

 d
o
k
u

m
e
n

 

p
e
n

g
e

s
a
h

a
n

 S
P

J 

7
5
,9

2
0
,4

9
1

 

9
8
0

d
o

k
u
m

e
n
 

p
e
n

g
e

s
a
h

a
n

 S
P

J 

8
3
,0

3
6
,4

9
2

 

4
7
8

5
 d

o
k
u
m

e
n
 

p
e
n

g
e

s
a
h

a
n

 S
P

J 

3
4
4

,1
5
3

,5
9
9

 

S
u

b
 B

a
g

 A
n

g
g

a
ra

n
 

d
a
n

 

P
e

rb
e

n
d

a
h

a
ra

a
n

 

K
a

b
. L

u
m

a
ja

n
g
 

     

Jumlah 

penerbitan 

dokumen SPM di 

lingkup Setda 

900 dokumen 

SPM 

9
2
5

 d
o
k
u

m
e
n

 S
P

M
 

 

9
5
0

 d
o
k
u

m
e
n

 S
P

M
 

 

9
6
0

 d
o
k
u

m
e
n

 S
P

M
 

 

9
7
0

 d
o
k
u

m
e
n

 S
P

M
 

 

9
8
0

 d
o
k
u

m
e
n

 S
P

M
 

 

4
7
8

5
 d

o
k
u
m

e
n
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Program 

pembinaan dan 

pengembangan 

aparatur 

Persentase 

pengajuan usul 

pensiun ASN di 

lingkup Setda 

yang diproses 

tepat waktu 

100 100 

1
0
4

,9
2
2

,0
0
0

 

100 

1
3
4

,5
3
8

,3
5
9

 

100 

1
4
6

,6
9
2

,2
5
0

 

100 

1
5
8

,3
0
1

,4
6
7

 

100 

1
7
3

,1
3
9

,0
0
7

 

100 

7
1
7

,5
9
3

,0
8
3

 

B
a

g
ia

n
 

K
e

u
a

n
g

a
n

 d
a
n

 

K
e

p
e

g
a

w
a

ia
n

 

K
a

b
. L

u
m

a
ja

n
g
 

    

Kegiatan 

Pelayanan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Jumlah 

pengusulan 

pensiun ASN di 

lingkup Setda 

yang diajukan ke 

BKD  

40 21 

1
0
4

,9
2
2

,0
0
0

 

19 

1
3
4

,5
3
8

,3
5
9

 

11 

1
4
6

,6
9
2

,2
5
0

 

32 

1
5
8

,3
0
1

,4
6
7

 

21 

1
7
3

,1
3
9

,0
0
7

104 

7
1
7

,5
9
3

,0
8
3

S
u

b
 B

a
g

 

K
e

p
e

g
a

w
a

ia
n

 

K
a

b
. 

L
u
m

a
ja

n
g

 

Meningkatnya 
nilai SAKIP 

Nilai SAKIP Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Pemerintah 

Persentase 
Organisasi 
Perangkat 
Daerah 
(OPD) yang 
difasilitasi 
penerapan / 
implementasi 
SAKIP-nya 

Reformasi 

Birokrasi 

Nilai kenaikan 

indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

-*)  5 

7
5
4

,2
2
3

,1
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

B
a

g
ia

n
 O

rg
a

n
is

a
s
i 

  

    

Tata Laksana Jumlah OPD 

yang dibina 

pelayanan 

publiknya 

35 OPD 35 OPD 3
1
4

,3
1
5

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 

T
a

ta
 L

a
k
s
a
n

a
 

  

    

Jumlah OPD 

yang dibina 

TND-nya 

52 OPD 52 OPD 

 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0    

    

Kelembagaan Jumlah OPD 

yang 

disosialisasikan 

untuk melakukan 

anjab, Evjab dan 

Beban Kerja  

52 OPD 52 OPD 

1
9
9

,3
8
2

,1
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 

K
e

le
m

b
a

g
a

a
n

 

  

    

Jumlah OPD 

yang 

mengusulkan 

dilakukan 

perubahan 

kelembagaan 

5 OPD 5 OPD 

 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0    
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Standarisasi 

Kinerja 

Jumlah Laporan 

Kinerja OPD 

disusun sesuai 

ketentuan 

52 OPD 52 OPD 

2
4
0

,5
2
6

,0
0
0

 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 S

ta
n
d

a
ris

a
s
i K

in
e

rja
 

  

    

Jumlah OPD 

yang menyusun 

risalah budaya 

kerja 

8 OPD / unit 

kerja 

10 OPD / unit 

kerja 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0   

    

Jumlah 

Perjanjian 

Kinerja Kepala 

OPD yang 

disusun sesuai 

ketentuan dan 

selaras dengan 

dokumen 

perencanaan 

52 PK OPD 52 PK OPD - 0 - 0 - 0 - 0 - 0   

    

Program 

Fasilitasi, 

Koordinasi 

Penataan 

Kelembagaan, 

Akuntabilitas 

Kinerja Dan 

Tata Laksana 

Persentase 

OPD yg 

difasilitasi 

penataan 

kelembagaan, 

akuntabilitas 

kinerja dan tata 

laksana 

-*)   - 0  100% 

8
2
9

,6
4
5

,4
1
0

 

100% 

7
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 

7
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 

7
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

100% 

7
6
5

,0
0
0

,0
0
0

 

B
a

g
ia

n
 O

rg
a

n
is

a
s
i 

  

    

Tata Laksana Jumlah OPD 

yang dibina 

pelayanan 

publiknya 

-*)   -  0 35 OPD 

3
4
5

,7
4
6

,5
0
0

 

35 OPD 

3
1
5

,0
0
0

,0
0
0

 

35 OPD 

3
1
5

,0
0
0

,0
0
0

 

35 OPD 

3
1
5

,0
0
0

,0
0
0

 

35 OPD 

3
1
5

,0
0
0

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 T

a
ta

 

L
a
k
s
a

n
a

 

  

    

Jumlah OPD 

yang dibina 

TND-nya 

-*)   -   52 OPD 52 OPD 52 OPD 52 OPD 52 OPD   

    

Kelembagaan Jumlah OPD 

yang 

disosialisasikan 

untuk melakukan 

anjab, Evjab dan 

Beban Kerja  

-*)   -  0 52 OPD 

2
1
9

,3
2
0

,3
1
0

 

52 OPD 

2
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD 

2
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD 

2
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD 

2
0
0

,0
0
0

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 K

e
le

m
b

a
g

a
a
n

 

  

     

Jumlah OPD 

yang 

mengusulkan 

dilakukan 

perubahan 

kelembagaan 

-*)   -   5 OPD 5 OPD 5 OPD 5 OPD 5 OPD   
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Standarisasi 

Kinerja 

Jumlah Laporan 

Kinerja OPD 

disusun sesuai 

ketentuan 

-*)   -  0 52 OPD 

2
6
4

,5
7
8

,6
0
0

 

52 OPD 

2
5
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD 

2
5
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD 

2
5
0

,0
0
0

,0
0
0

 

52 OPD 

2
5
0

,0
0
0

,0
0
0

 

S
u

b
b

a
g

ia
n
 S

ta
n
d

a
ris

a
s
i K

in
e

rja
 

  

    

Jumlah OPD/Unit 

Kerja yang 

menyusun 

risalah budaya 

kerja 

8  -   11 12 13 14 14   

    

Jumlah 

Perjanjian 

Kinerja Kepala 

OPD yang 

disusun sesuai 

ketentuan dan 

selaras dengan 

dokumen 

perencanaan 

-*)    -   52 OPD 52 OPD 52 OPD 52 OPD 52 OPD   

    

    

 

          

 

 

    

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan akan 

operasional 

perkantoran bagi 

ASN 

(ketatausahaan, 

honorarium 

tenaga upah 

bulanan, internet, 

pakaian, dll) 

-*)  100% 

9
,4

2
4

,0
4
7

,8
0
1
 

100% 

1
2
,0

8
4
,1

7
6
,1

6
1

 

100% 

1
3
,1

7
5
,8

3
3
,3

3
5

 

100% 

1
4
,2

1
8
,5

6
8
,0

2
1

 

100% 

1
5
,5

5
1
,2

6
9
,3

4
9

 

100% 

  

S
e

lu
ru

h
 B

a
g

ia
n

 

K
a
b

. L
u

m
a
ja

n
g

 

    

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

Jumlah 

kebutuhan 

operasional 

perkantoran 

yang dapat 

dipenuhi 

-*)  **) 

9
,4

2
4

,0
4
7

,8
0
1
 

**) 
1

2
,0

8
4
,1

7
6
,1

6
1

 
**) 

1
3
,1

7
5
,8

3
3
,3

3
5

 

**) 

1
4
,2

1
8
,5

6
8
,0

2
1

 

**) 

1
5
,5

5
1
,2

6
9
,3

4
9

 

  

  

S
e

lu
ru

h
 B

a
g
ia

n
 

K
a

b
. L

u
m

a
ja

n
g
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Program 

Peningkatan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur 

Persentase 

sarana dan 

prasarana 

aparatur yang 

dilakukan 

pemeliharaan 

sehingga dalam 

kondisi layak 

pakai  

-*)  85% 

9
,3

3
0

,8
6
7

,2
9
5
 

87% 

1
1
,9

6
4
,6

9
3
,5

7
0

 

90% 

1
3
,0

4
5
,5

5
6
,9

5
7

 

92% 

1
4
,0

7
7
,9

8
1
,5

7
8

 

95% 

1
5
,3

9
7
,5

0
5
,7

8
8

 

  

  

S
e

lu
ru

h
 B

a
g

ia
n

 

K
a
b

. L
u

m
a
ja

n
g

 

    

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Jumlah sarana 

dan prasarana 

yang dipelihara 

sehingga dalam 

kondisi layak 

pakai 

-*)  **) 

4
,1

1
7

,7
4
1

,0
4
7
 

**) 

5
,2

8
0

,0
5
6

,8
5
5
 

**) 

5
,7

5
7

,0
4
5

,2
6
3
 

**) 

6
,2

1
2

,6
5
7

,4
9
1
 

**) 

6
,7

9
4

,9
6
7

,6
7
0
 

**) 

  

S
e

lu
ru

h
 B

a
g

ia
n

 

K
a
b

. L
u

m
a
ja

n
g

 

    

Pembangunan / 

Pengadaan dan 

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Jumlah 

pembangunan 

dan rehabilitasi 

yang  

-*)  **) 

5
,2

1
3

,1
2
6

,2
4
8
 

**) 

6
,6

8
4

,6
3
6

,7
1
5
 

**) 

7
,2

8
8

,5
1
1

,6
9
4
 

**) 

7
,8

6
5

,3
2
4

,0
8
7
 

**) 

8
,6

0
2

,5
3
8

,1
1
8
 

**) 

  

B
a
g

ia
n

 U
m

u
m

 

K
a
b

. L
u

m
a
ja

n
g

 

    

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem 

Pelaporan 

Capaian Kinerja 

Dan Keuangan 

Persentase 

laporan (laporan 

keuangan dan 

laporan kinerja) 

yang disusun 

sesuai ketentuan 

-*)  100% 

6
8
,3

0
5
,9

0
0

 

100% 

8
7
,5

8
6
,6

2
3

 

100% 

9
5
,4

9
9
,0

0
1

 

100% 

1
0
3

,0
5
6

,7
8
6

 

100% 

1
1
2

,7
1
6

,2
6
2

 

100% 

  

H
a
n

y
a

 7
 B

a
g

ia
n

 

s
a
ja

, 3
 B

a
g

ia
n

 

(O
rg

a
n

is
a

s
i, 

U
m

u
m

 d
a
n

 H
u

m
a

s
 

d
a

n
 P

ro
to

k
o

l) tid
a

k
 

a
d

a
 

K
a
b

. L
u

m
a
ja

n
g

 

    

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD / 

LAKIP 

Jumlah laporan 

capaian kinerja 

dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

yang disusun 

sesuai ketentuan 

-*)  **) 

1
,5

0
0

,0
0
0
 

**) 

1
,9

2
3

,4
0
5
 

**) 

2
,0

9
7

,1
6
1
 

**) 

2
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Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
dan/atau 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
dan/atau 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pd 

akhir periode Renstra  

Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

 Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  
Target 
Kinerja 

Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  

11  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Semesteran dan 

Prognosis 

Realisasi 

Anggaran 

Jumlah laporan 

keuangan 

semesteran yang 

disusun sesuai 

ketentuan 
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Rencana Kerja 

dan Anggaran 

(RKA) SKPD 

Jumlah dokumen 
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disusun tepat 
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Keterangan : 

*) = Tidak ada data dari Bagian tersebut 

**) = target kinerja tidak dapat ditentukan, karena disesuaikan di tiap Bagian. Hal ini karena program-program yang bersifat rutin ada di tiap-tiap Bagian.  
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa 

mengenai pengertian-pengertian yang terkait, antara lain : 

1. kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang telah atau 

hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas terukur.  

2. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga 

atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa 

Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian 

negara/lembaga atau SKPD  

3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja 

pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 

atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa ;  

4. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 

kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan  

5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan 

Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi 

Sebagai bentuk komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 

dalam mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan 

Wakil Bupati terpilih 2018 – 2023, maka dirumuskanlah indikator kinerja 

sasaran strategis Sekretariat Daerah periode 5 tahun mendatang dapat 

dilihat pada tabel 7.1. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten 

Lumajang tahun 2018 – 2023.  
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Tabel 7.1. 

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 

tahun 2018 – 2023 

No Indikator Kondisi 

Kinerja pada 

Awal Periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 

Kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Nilai Laporan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

(LPPD) 

 3.07 3.072 3.074 3.076 3.078 3,078 

2. Persentase fasilitasi 

kegiatan keagamaan 

dan kemasyarakatan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Indeks Kepuasan 

Masyarakat di bidang 

hukum 

77,35 86 87 88 89 90 90 

4. Indeks Kepuasan 

Masyarakat di bidang 

perekonomian 

86,30 86 87 88 89 90 90 
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5. Persentase OPD yang 

melaporkan hasil 

pembangunan tepat 

waktu dan sesuai 

ketentuan 

90% 92% 94% 96% 98% 100% 100% 

6 Persentase OPD yang 

menyusun pemetaan 

RUP tepat waktu 

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 

7. Indeks Kepuasan 

Masyarakat pada 

Pelayanan Pengadaan 

Barang /Jasa 

*) 86 87 88 89 90 90 

8. Indeks Kepuasan 

Masyarakat di Bidang 

Kehumasan 

80,66 86 87 88 89 90 90 

9. Indeks Kepuasan 

Masyarakat di bidang 

Keprotokolan 

80,66 86 87 88 89 90 90 

10. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) di 

bidang 

kerumahtanggaan 

73,15 86 87 88 89 90 90 

11. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) di 

bidang pelayanan 

81,95 86 87 88 89 90 90 
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keuangan 

12. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) di 

bidang pelayanan 

kepegawaian 

81,95 86 87 88 89 90 90 

13. Persentase Organisasi 

Perangkat Daerah 

(OPD) yang difasilitasi 

penerapan / 

implementasi SAKIP-

nya 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*) Tidak ada data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 

2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 

Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di 

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya.  

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal 

yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa 

harus memperhatikan perubahan perubahan yang terjadi dan secara periodic 

dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang 

perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.  

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 

(Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang setiap tahunnya dan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan 

perencanaan kerja setiap tahunnya.  

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang perlu 

dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang agar dapat 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dapat tercapai. 

 




